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LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN INDONESIA

Pendahuluan

Pendidikan nasional Indonesia dewasa ini terpaarigdn praktik-praktik
pendidikan pada masa lalu, dan sekaligus mengagamasa depan untuk mencapai
tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkagrdapat berbagai pengetahuan dan
nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa kiiamasa lalu, yang dapat kita ambil
hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa @&e$atan di masa depan. Sebab
itu, sejarah pendidikan nasional tersebut perluadpelajari.

BBM ini akan membantu Anda untuk memahami pendididalndonesia sejak
zaman Purba hingga zaman kolonial Belanda; peratiditi Indonesia pada zaman
pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) damnzdaendudukan Militerisme
Jepang; serta pendidikan pada zaman kemerdekaggahiera pembangunan jangka
panjang pertama (PJP 1). Semua ini tentunya akanpeduas wawasan kependidikan
Anda, dan dapat dijadikan sebagai salah satu adakm berpartisipasi membangun
pendidikan nasional.

Materi BBM ini terdiri atas tiga sub pokok bahas8unb pokok bahasan pertama
mencakup sejarah pendidikan di Indonesia pada rzdfogba, zaman Kerajan Hindu-
Budha, zaman Kerajaan Islam, zaman pengaruh Psramn Spanyol, serta zaman
Kolonial Belanda. Sub pokok bahasan kedua mecalejprah pendidikan yang
diselenggarakan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaergef@dkan Nasional) dan
pemerintah Pendudukan Jepang. Adapun sub pokoksdaHhatiga mencakup sejarah
pendidikan pada periode tahun 1945-1969 dan ped®@embangunan Jangka Panjang
(PJP) I.

Setelah mempelajari BBM ini, Anda diharapkan dapandeskripsikan sejarah
pendidikan di Indonesia. Demi mencapai tujuanAtagda perlu dapat melakukan hal-hal
berikut:

1. Menjelaskan pendidikan pada zaman Purba.

2. Menjelaskan pendidikan pada zaman Kerajaan HBwhlha.
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Menjelaskan pendidikan pada zaman Kerajaan Islam

Menjelaskan pendidikan pada zaman pengaruh Podagi$panyol.
Menjelaskan pendidikan pada zaman Pemerintahami&lBelanda.
Menjelaskan pendidikan Kaum Pergerakan Kebang$zengérakan Nasional).
Menjelaskan pendidikan zaman pendudukan Militeridepgang.

Menjelaskan pendidikan pada periode tahun 1945-1969

Menjelaskan pendidikan pada era PJP I.

Materi BBM disusun menjadi tiga kegiatan pembekajasebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1 : Pendidikan zaman Purba hirzggaan Pemerintahan Kolonial

Belanda.

Kegiatan Belajar 2: Pendidikan yang diselenggardda@um Pergerakan Nasional, dan

pendidikan pada masa Pendudukan Militerisme Jepang.

Kegiatan Belajar 3: Pendidikan pada periode tal845-1969 dan pada era PJP I.

Petunjuk Belajar

Agar dapat memahami materi BBM ini dengan baikaserencapai kompetensi

yang diharapkan, gunakan strategi belajar berikut i

1.

Sebelum membaca BBM ini, pelajari terlebih dahubhsarium pada akhir BBM
yang memuat istilah-istilah khusus yang digunakalard BBM ini.

Baca materi BBM dengan seksama, tambahkan catat@gipp berupa tanda
tanya, pertanyaan, konsep lain yang relevan, eua pemikiran yang muncul.
Cermati dan kerjakan latihan yang diberikan. Dalamengerjakan latihan
tersebut, gunakan pengetahuan dan pengalaman Abdmasnya.

Kerjakan tes formatif seoptimal mungkin, dan gumakanci jawaban untuk
membuat penilaian sudah atau belum memadainya gawabda.

Buat catatan khusus hasil diskusi dalam tutoritdptamuka untuk digunakan

dalam pembuatan tugas kuliah dan ujian akhir maliatk
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Kegiatan Belgjar 1

PENDIDIKAN PADA ZAMAN PURBA HINGGA ZAMAN
PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikadonesia pada zaman Purba
hingga zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Kajsmarah pendidikan ini meliputi
dua hal pokok, yaitu latar belakang sosial budagaayan implikasinya terhadap
pendidikan. Dengan demikian, melalui kegiatan jaelai Anda akan dapat menjelaskan
kondisi pendidikan di Indonesia pada zaman Puidraan kerajaan Hindu/Budha, zaman
kerajaan Islam, zaman pengaruh Portugis dan Sphaifgo pada zaman Pemerintahan
Kolonial Belanda yang turut mewarnai perkembangandpulikan di Indonesia pada

zaman berikutnya hingga dewasa ini.

1. Zaman Purba.

Latar Belakang Sosial Budaya. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan,
kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat nemgknmbangsa Indonesia pada
zaman Purba disebut kebudaygaieolitik. Adapun kebudayaan pada kurang lebih
1500 tahun SM yang lalu disebut kebudayaealitik.

Kebudayaan masyarakat pada zaman purba tergolobhgd&gaan maritim.
Kepercayaan yang dianut masyarakat antaraaaimismedandinamisme Masyarakat
dipimpin oleh oleh ketua adat. Namun demikiatu&eadat dan paempu(pandai besi
dan dukun yang merupakan orang-orang pandai) tdipkndang sebagai anggota
masyarakat lapisan tinggi, kecuali ketika merekdaksanakan peranannya dalam
upacara adat atau upacara ritual, dll. Sebab itmeka tidak memilikistratifikasi sosial
yang tegas, tata masyarakatnya bersifat egalitdap@n karakteristik lainnya yakni
bahwa mereka hidup bergotong-royong.

Pendidikan. Tujuan pendidikarpada zaman ini adalah agar generasi muda dapat
mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakast terhadap adapt dan terhadap
nilai-nilai religi (kepercayaan) yang mereka yakidarena kebudayaan masyarakat
masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lempagdidikan formal (sekolah).
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Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan kejaatan dalam kehidupan keseharian
masyarakat yang alamiaKurikulum pendidikannyameliputi pengetahuan, sikap dan
nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upadeagamaan dalam rangka
menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilamcanenafkah (khususnya bagi
anak laki-laki) dan pendidikan hidup bermasyarakatta bergotong royong melalui
kehidupan riil dalam masyarakatnyRendidiknyaterutama adalah para orangtua (ayah
dan ibu), dan secara tidak langsung adalah paregaawasa di dalam masyarakatnya.
Sekalipun ada yang belajar kepada empu, apakali&ggendai besi atau kepada dukun

jumlahnya sangat terbatas, utamanya adalah an&kraer@ka sendiri.

2. Zaman Kerajaan Hindu-Budha.

Latar Belakang Sosial Budaya. Nenek moyang kita pada zaman ini umumnya
tinggal di daerah subur dekat pesisir pantai. Menelelakukan hubungan perdagangan
dengan orang-orang dari India yang singgah dalarjalppannya. Hubungan dagang
semakin lama semakin meningkat. Seiring denganké&udalam masyarakat kita
masuklah kebudayaan yang dibawa oleh orang-orattig.lAntara lain berupa bahasa,
tulisan, agama, termasuk juga sistem pemerintahag lerlaku di India.

Masuknya pengaruh kebudayaan tersebut di atas medetimbulkan perubahan
keadaan sosial-budaya masyarakat setempat. Para &dat di negeri kita zaman itu
lambat laun berusaha menyamai raja di India. Rranpara ketua adat ada yang
dinobatkan atau menobatkan diri menjadi raja-rajgall Struktur sosial yang pada
awalnya bersifat egaliter (tidak mengenal strasik sosial yang tegas) juga turut
berubah. Maka timbullah dua golongan manusia, yatlongan yang dijamin dan
golongan yang menjamin. Raja dengan para pegawaingatus sebagai yang dijamin,
sedangkan rakyat jelata berstatus sebagai yangamien Sebagaimana di India,
terdapat stratifikasi sosial berdasarkan kastaniyddasta Brahmana, Ksatria, Waisa,
Syudra, dan Paria. Sekalipun stratifikasi sosiahasmam itu tidak berlaku secara
menyeluruh dan tegas di dalam masyarakat kita [misagi penganut animisme,
dinamisme dan Budha yang juga telah ada saat itajnun batas pemisah kelas sosial
antara yang dijamin dan yang menjamin tampak jélesurut para ahli, paling lambat

pada abad ke 5 Masehi telah dimulailah zaman $egiraegeri kita. Hal ini ditandai
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dengan ditemukannya tulisan tertua (tulisan hualaWa bahasa Sansekerta) oleh para
ilmuwan sejarah di dekat Bogor dan Kutai.

Pendidikan. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakiardathm
keluarga dan didalam kehidupan keseharian masyajaga diselenggarakan di dalam
lembaga pendidikan yang diseb&erguruan (Paguron)atau Pesantren Hal ini
sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Taruraemdgn Kutai. Pada awalnya yang
menjadipendidik (guru atau panditegdalah kaum Brahmana, kemudian lama kelamaan
para empu menjadi guru menggantikan kedudukan Besamana. Terdapat tingkatan
guru: pertamaguru (perguruan) keratgndi sini yang menjadi murid-muridnya adalah
para anak raja dan bangsawan; kedua adglah (perguruan) pertapadi sini yang
menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan ralsfata. Namun demikian para guru
pertapa juga biasanya selektif dalam menerima smsgaintuk menjadi muridnya. Ini
antara lain merupakan implikasi dari feodalismegylerkembang saat iti.endidikan
bersifataristokratis artinya masih terbatas hanya untuk minoritasuyaitak-anak kasta
Brahmana dan Ksatria, belum menjangkau masyara&gonitas, yaitu anak-anak kasta
Waisya dan Syudra, apalagi bagi anak-anak darak&atia. Pada zaman ini pengelolaan
pendidikan bersifat otonom, artinya para pemingg@merintahan (para raja) tidak turut
campur mengenai pengelolaan pendidikan, pengelgleadidikan bersifat otonom di
tangan para guru atau pandita.

Tujuan pendidikanpada umumnya adalah agar para peserta dididik agien)
penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyaesadi tatanan masyarakat yang
berlaku saat itu, mampu membela diri dan membegmnaeKurikulum pendidikannya
meliputi agama, bahasa sansekerta termasuk mendzacanenulis (huruf Palawa),
kesusasteraan, keterampilan memahat atau membunal, cdan bela diri (ilmu
berperang). Sesuai dengan jenis lembaga pendidikaiperguruan), makanetodeatau
cara-cara pendidikannya pun addl&istem Guru Kula Dalam sistem ini murid tinggal
bersama guru di rumah guru atau asrama, murid rbdndan sekaligus belajar kepada
guru.

Pada zaman berkembangnya agama Budha yang bedousatajaan Sriwijaya
(di Palembang), telah terdapat “Perguruan Tinggdh&”. Selain dari dalam negeri

sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkdkpang, dan Indocina. Darmapala
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sangat terkenal sebagai maha guru Budha. Pergperrgnruan Budha menyebar ke
seluruh wilayah kekuasaan Sriwijaya. Mungkin sekaindi Borobudur, Mendut, dan

Kalasan merupakan pusat-pusat pendidikan agamaaBiR#rhatikan hasil sastra yang
ditulis para empu (pujangga) yang bermutu tinggintGh: Pararaton, Negara Kertagama,
Arjuna Wiwaha, dan Baratayuda. Para pujangga yarkgnal antara lain Empu Kanwa,

Empu Seddah, Empu Panuluh, dan Empu Prapancafltendi, dkk, 1991).

3. Zaman Kerajaan Islam

Latar Belakang Sosial Budaya. Nusantara memiliki letak yang strategis dalam
rangka pelayaran dan perdagangan. Ke negeri kitdatasigan pula para saudagar
beragama Islam. Melalui mereka para raja dan makgapesisir memeluk agama Islam.
Pada pertengahan abad ke-14, kota Bandar Malaka dikunjungi para saudagar dari
Asia Barat dan Jawa (Majapahit). Melalui para sgadaari Jawa yang masuk memeluk
agama Islam, maka tersebarlah Islam ke pulau Jaslam penyebaran agama Islam di
pulau Jawa Anda juga mungkin masih ingat akan p@sa wali yang dikenal sebagai
Wali SangaAkhirnya berdirilah kerajan-kerajaan Islam.

Pemerintahan pada zaman ini dipimpin oleh rajad&lam wilayah kerajaan-
kerajaan Islam umumnya masyarakat tidak mengaratifiasi sosial berdasarkan kasta.
Sesuai ajaran Islam, masyarakat tidak membedakansw@aberdasarkan keturunan atau
kasta. Sekalipun zaman ini masih tetap terdapainisbk raja dan para bangsawan/para
pegawai di satu pihak, dan terdapat kelompok rakgktta di pihak lain, namun
feodalisme di kalangan masyarakat pada umumnyai dhitireggalkan.

Pendidikan. Tujuan pendidikanpada zaman kerajaan Islam diarahkan agar
manusia bertagwa kepada Allah S.W.T., sehinggacapen keselamatan di dunia dan
akhirat melalui “iman, ilmu dan amal”. Selain beidgung di dalam keluarga, pendidikan
berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainsgperti: di langgar-langgar, mes;jid,
dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantrgnsydah ada sejak zaman Hindu-
Budha dilanjutkan oleh para wali, ustadz, dan atdama Islam. Kurikulum
pendidikannyatidak tertulis (tidak ada kurikulum formal). Penidign berisi tentang
tauhid (pendidikan keimanan terhadap Allah S.W.A}Qur’an, hadist, fikih, bahasa

Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab.
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Pendidikan adalah hak semua orang, bahkan semung wm@jib mencari ilmu,
mendidik diri atau belajar. Pendidikan pada zakemajaan Islam bersifatemokratis
Pada zaman ini pendidikan dikelola oleh para ulamstadz atau guru. Raja tidak ikut
campur dalam pengelolaan pendidikan (pengelolaadigig&anbersifat otonom).

Metode atau cara-cara pendidikanPendidikan dilakukan dengan metode yang
bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendmikujuan, dan peserta didiknya.
Contoh metode yang sering digunakan adalah: ceratahtabligh (wetonan) untuk
menyampaikan materi ajar bagi orang banyak (belzgasama) biasanya dilakukan di
mesjid; mengaji Al-Quran dassorogan (cara-cara belajar individual). Dalam metode
sorogan walaupun para santri bersama-sama datanmusangan, tetapi mereka belajar
dan diajar oleh ustadz secara individual. Cara-dsejar dilakukan pula melalui
nadomanatau lantunan lagu. Selain itu dilakukan pula toelmedia dan cerita-cerita
yang telah digunakan para pandita Hindu-Budha, &@aya isi ajarannya diganti dengan
ajaran yang Islami. Demikian pula dalam sistem mgeea atau pondok asrama. Di
langgar atau surau, selain melaksanakan shalagrya anak-anak belajar mengaji Al-
Qur'an dan materi pendidikan yang sifatnya mendasdapun materi pendidikan yang

lebih luas dan mendalam dipelajari di pesantren.

4. Zaman Pengaruh Portugis dan Spanyol.

Latar Belakang Sosial-Budaya. Pada awal abad ke —16 ke negeri kita datanglah
bangsa Portugis, kemudian disusul oleh bangsa $pa®elain untuk berdagang
kedatangan mereka juga disertai olaissionarisyang bertugas menyebarkan agama
Katholik. Pada akhir abad ke-16 mereka meninggatiageri ini karena sering mendapat
pemberontakan terutama dari Sultan Ternate, kgyerdagangan rempah-rempah sudah
tidak menguntungkan lagi, dan karena kalah dalgrengamgan melawan Belanda.

Pendidikan. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikamautya
berkenaan dengan penyebaran agama Katholik. Dgpeinkiegan tersebut, tahun 1536
mereka mendirikan sekolalseminarie)di Ternate, selain itu didirikan pula di Solor.
Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama dfiet ditambah pelajaran
membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikagi anak-anak masyarakat

terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggan di Gowa, pusat kekuasaan
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Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakatimikke sana untuk dididik. Pada
tahun 1546, di Ambon telah ada tujuh kampung yaegdpduknya memeluk agama

Nasrani Katolik.

5. Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Latar Belakang Sosial Budaya. Pada tahun 1596 bangsa Belanda telah datang ke
negeri kita. Tujuan kedatangan mereka adalah urguttagang. Pada tahun 1602 mereka
mendirikan VOC. Karena VOC merupakan badan perdggammilik orang-orang
Belanda yang beragama Protestan, maka selain lyarupegnguasai daerah untuk
berdagang, juga untuk menyebarkan agama Protegtekuasaan VOC akhirnya
diserahkan kepada Pemerintah Negeri Belanda, kitresajak tahun 1800-1942 negeri
kita menjadi jajahan Pemerintah Kolonial Belanda.

Karaketristik kondisi sosial budaya pada zaman &mtara lain: (1)
berlangsungnya kolonialisme, (2) dalam bidang ekunderlangsung monopoli
perdagangan hasil pertanian yang dibutuhkan dam thkpasar dunia, (3) terdapat
stratifikasi sosial berdasarkan ras atau suku lzadgegan urutan dari lapisan tertingi s.d.
terbawah sebagai berikut: bangsa Belanda, golomgang Timur Asing, golongan
Priyayi/Bangsawan Pribumi, dan golongan Rakyatddabumi.

Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kitadafitidlan diadu domba,
kekuasaan para raja dirampasnya, dan kekayaan dtmlonesia diangkutnya.
Sesungguhnya bangsa Indonesia terus berjuang nref@vgajahan ini, perlawanan dan
pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok $mrgta di berbagai daerah di
tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung laemarkbenar telah mengungkung
kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan ketalaserta kebodohan. Seiring
perjuangan bangsa yang tak pernah padam, padaaba@lke-20 muncul tekanan serta
kecaman kaum humanis dan kaum sosial demokrat dinB& atas kekeliruan politik
penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Keadaanakhirnya memaksa pemerintah
kolonial Belanda untuk melaksanak@alitik Etis (1901).

Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan magianalisme dan
kemerdekaan, pada awal abad ke-20 (sejak kebangkésional tahun 1908) lahirlah
berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlagpgdatam jalur politik maupun
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pendidikan. Coba Anda urai kembali sejarah berbggakumpulan atau organisasi
pergerakan nasional beserta usaha-usahanya yahgl tsgjak Kebangkitan Nasional
tahun 1908 sebagaimana telah Anda pelajari di SMPSIMA.

Pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan soslaidaya di
Indonesia pada zaman ini, secara umum dapat dbaedalua garis penyelenggaraan
pendidikan, yaitu: Pertama, pendidikan yang diggdanakan oleh pemerintah kolonial
Belanda; Kedua, pendidikan yang diselenggarakeh aolakyat dan Kaum Pergerakan
Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai sarajuarmmgan demi merebut kembali
kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arahdjerd nasional. Berikut ini mari
kita kaji kondisi pendidikan yang diselenggarakémhoPemerintah Kolonial Belanda.
Adapun pendidikan yang diselenggarakan oleh ra#étgat Kaum Pergerakan Nasional
akan kita kaji pada kegiatan pembelajaran 2.

a. Pendidikan Zaman VOC

Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda aliadengan pelaksanaan
pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelemglan sekolah denganjuan
untuk misi keagamaan (Protestan), bukan untuk imiglektualitas, adapun tujuan
lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai admasistendahan di pemerintahan dan
gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di dedeerah yang penduduknya
memeluk Katholik yang telah disebarkan oleh banBsatugis. Sekolah pertama
didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Sampai @n@ghun 1627 di Ambon telah
berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau laarsgkitar 18 sekolah.

Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, baem dan
menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat form@elum tertulis), dan lama
pendidikannya pun tidak ditentukan dengan padtirid-muridnya berasal dari anak-
anak pegawai, sedangkan anak-anak rakyat jelatt didberi kesempatan untuk sekolah.
Pada awalnya yang menjaduru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh
penduduk pribumi, yaitu mereka yang sebelumnytdididik di Belanda.

Selama  kira-kira 200 tahun berkuasa di negera, kipendidikan yang
dilaksanakan VOC benar-benar sangat sedikit seBampai tahun 1779 jumlah murid
pada sekolah VOC adalah sbb: Batavia 639 orangaipatara Jawa 327 orang, Makasar
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50 orang, Timor, 593 orang, Sumatera barat 37 @i@mwgbon 6 orang, Banten 5 orang,

Maluku 1057 orang, dan Ambon 3966 orang (I. Djurmdtam H. Danasuparta, 1976).

b. Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pzalman pemerintahan
kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indondé&shijakan dan praktek
pendidikanpada zama ini antara lain:

1) Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memiekamiaagar para bupati di Pulau
Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakgaapit kebijakan ini tidak
terwujud.

2) Tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di bawalu&skan Raffles pendidikan bagi
rakyat juga diabaikan.

3) Tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C. Reindwardhghasilkan Undang-undang
Pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirikolaBe tetapi Peraturan
Pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tBBi@ tidak sedikit pun
menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indaneselainkan hanya berkenaan
dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda danngalo Pribumi penganut
Protestan.

4) Selanjutnya, di bawah Gubernur Jenderal Van Besch dikeluarkan kebijakan
CulturstelseTanam Paksa) demi memperoleh keuntungan sebamyglaknya bagi
Belanda. Karena untuk hal ini dibutuhkan tenaggakeurah atau pegawai rendahan
yang banyak, maka tahun 1848 Gubernur Jenderali dib@sa untuk menggunakan
dana anggaran belanja negara sebesar f 25.000taimnya untuk mendirikan
sekolah-sekolah di Pulau Jawa dengan tujuan mesifjadratenaga kerja murah atau
pegawai rendahan. Pada tahun 1849-1852 didirikesek6lah (di tiap keresidenan).
Namun sekolah ini hanya diperuntukan bagi anak-afakboumi golongan
priyayi/bangsawan, sedangkan anak-anak rakyat ajeladlak diperkenankan.
Penyelenggaraan pendidikan bagi kalangan bumigyterg dicanangkan sejak 1848
mengalami hambatan karena kekurangan guru dan m&ngehasa pengantarnya.
Maka pada tahun 1852 didirikanlakweekschool(sekolah guru) pertama di
Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sgkahi pun hanyalah untuk anak-

anak golongan priyayi.
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5) Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bgiemauduk pribumi pun boleh
diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegaweaiengah di kantor- kantor
dengan syarat dapat lulus ujian. Syarat-syaradlitetapkan oleh putusan Raja pada
tgl. 10 September 1864. Demi kepentingan itu diaBiat didirikanlah semacam
sekolah menengah yang disempurnakan menjadi(HB§ere Burger Schoal)

6) Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaranabdan Kerajinan.

7) Tahun 1870 UU Agraris dari De Waal yang menkagrikesempatan kepada pihak
partikelir untuk melaksanakan usaha di bidang pe&ta mengakibatkan
meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Hal ini bdrkag pada perluasan sekolah.

8) Tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sékalatuk Bumi Putera, yaitu Sekolah
Kelas | untuk golongan priyayi, sedangkan Sekol&taK Il untuk golongan rakyat
jelata.

9) Setelah dilaksanakannkalitik Etis, pada tahun 1907 Gubernur Jenderal Van Heutsz
mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi raut@ertama, mendirikan
Sekolah Desa yang diselenggarakan oleh Desa, mikhnGubernemen. Biaya dsb.
menjadi tanggung jawab pemerintah desa; kedua, e®mmirak sifat ke-Belanda-an
pada Sekolah Kelas I. Maka tahun 1914 Sekolah Keldsubah menjadi HIS

(Holands Inlandse School) 6 tahun dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Sedangkan Sekolah Kelas Il tetap bernama demikaun disebutvVervoleg School
(sekolah sambungan) dan merupakan lanjutan dacl&ekesa yang didirikan mulai
tahun 1907. Akibat dari hal ini, maka anak-analkoymi mengalami perpecahan,
golongan yang satu merasa lebih tinggi dari yaimnia.

10) Pada tahun 1930-an usaha perluasan pendidiagh Bumi Putera mengalami
hambatan. Surat Menteri Kolonial Belanda Colijn&ag Gubernur Jenderal de Jonge
pada 10 Oktober 1930 menyatakan bahwa perluasatabkehkegeri jajahan terutama
untuk kaum Bumi Putera akan sulit karena kekurarigera.

Dalam periode pemerintahan kolonial Belanda, betpelnya usaha-usaha
pendidikan bagi kalangan Bumi Putera. Sampai atdiiun 1940 jumlah penduduk
bangsa Indonesia 68.632.000, sedangkan yang b&kdianya 3,32%.

Ciri-ciri pendidikan Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain: peni

minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan BupPutera, pendidikan umumnya
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hanya diperuntukan bagi bangsa Belanda dan andk{amai putera dari golongan
priyayi; kedua, pendidikan bertujuan untuk mengkas tenaga kerja murah atau
pegawai rendahan. Tilaar (1995) mengemukakan limapendidikan zaman kolonial
Belanda, yaitu:1) AdanyBualisme pendidikanyaitu pendidikan untuk bangsa Belanda
yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangani Bumera; 2)Sistem Konkordansi,
yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan daoldkan menurut pendidikan di
Belanda. Bagi Bumi Putera hal ini di satu pihak rhbemefek menguntungkan, sebab
penyelenggaran pendidikan menjadi relatif samaptatipihak lain ada efek merugikan
dalam hal pembentukan jiwa kaum Bumi Putera yanggaslengan budaya dan
bangsanya sendiri; 3entralisasi pengelolaan pendidikateh pemerintahan kolonial
Belanda; 4)Menghambat gerakan nasionalan 5)Munculnya perguruan swasta yang
militan demi perjuangan nasional (kemerdekaan)

Latihan:

Setelah selesai mempelajari uraian materi padategbelajar ini, coba Anda rumuskan
kembali: 1) tujuan pendidikan dan kurikulum penkifgi pada zaman Purba. 2) Pada
zaman kerajaan Hindhu pendidikan bersifat aristekr&emukakan dasar-dasar sosial
budayanya ! 3) Kemukakan jenis-jenis lembaga pikalh yang diselenggarakan pada
zaman kerajaan Islam! 4) Apakah tujuan penyelerggapendidikan zaman pengaruh
Portugis dan Spanyol? 5) kemukakan ciri-ciri peikdid yang diselenggarakan

pemerintah kolonial Belanda!

Petunjuk Jawaban L atihan:

Untuk dapat menjawab tugas latihan no. 1) Andaupmngkaji kembali konsep tujuan
pendidikan dan kurikulum pendidikan pada zaman &uUdmtuk menjawab latihan no. 2)
Anda perlu menganalisis implikasi dari munculnyaakean-kerajaan, feodalisme dan
stratifikasi sosial yang berkembang zaman kerajdamdhu. 3) keluarga, langgar,
mesjid, dan pesantren. 4) Penyebaran agama Kathtituk menjawab latihan no. 5)
Anda perlu mengidentifikasi ciri-ciri pendidikan n@ diselenggarakan pemereintah

Belanda berdasarkan latar belakang budaya sagbiitik, ekonomi, dsb.).
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Rangkuman:

Zaman Purba. Kebudayaan zaman ini dikenal sebagai paleolitikn deeolitik,
masyarakat tidak memiliki stratifikasi sosial yategas (egaliter), adapun kepercayaan
yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Imgilik@, pendidikan bertujuan agar
generasi muda dapat mencari nafkah, membela dadyphbermasyarakat, dan taat
terhadap adat dan nilai-nilai religi. Saat ini pefiican berlangsung di dalam keluarga
dan kehidupan masyarakat secara alamiah (belumngsudng secara formal).

Zaman Kerajaan Hindu-Budha. Kedatangan saudagar-saudagar dari India telah
mengakibatkan perubahan sosial budaya pendudukirpribHal ini ditandai dengan
munculnya berbagai kerajaan dan feodalisme, temsghaagama Hindu dan Budha,
munculnya stratifikasi sosial berdasarkan kastan damulainya zaman sejarah.
Implikasinya, pendidikan pada zaman ini selain ldisggarakan di dalam keluarga dan
masyarakat juga telah berlangsungpdrguruan atau pesantrerPendidikan bertujuan
agar peserta didik menjadi penganut agama yang t@ahpu hidup bermasyarakat,
membela diri, dan membela negara. Kurikulum pekdithya meliputi agama, bahasa
Sansekerta termasuk membaca dan menulis (huruiv®gleesusasteraan, keterampilan
memahat atau membuat candi, dan bela diri (impdrang). Khususnya zaman Hindu
pendidikan bersifafristokratis. Adapun metode pendidikannya adatagtem guru kula
Pada zaman Kerajaan Budha sudah berdiri “Pergurirggi Budha” yang mana murid-
muridnya berdatangan dari berbagai negara tetargagelolaan pendidikan bersifat
otonom dimana pemerintah tidak ikut campur dalamgabla sistem pendidikan.

Zaman Kergjaan Idam. Kedatangan para saudagar beragama Islam telah
mengakibatkan perubahan di dalam masyarakat pribAimara lain tersebarnya agama
Islam dan kebudayaan yang bercorak Islami. Penadiamt tetap berbentuk kerajaan,
namun bagi kalangan muslim stratifikasi social gelmana berlaku pada zaman
sebelumnya mulai ditinggalkan. Implikasinya, perdid Dbertujuan untuk
mengembangkan manusia yang bertakwa kepada Allah 8@ar selamat dunia akhirat
melalui pelaksanaan iman, ilmu dan amal. Selainddiam keluarga pendidikan
berlangsung juga di langgar-langgar, mesjid, dasampeen. Pendidikan Dbersifat
demokratis seperti pada zaman-zaman sebelumnya pemeriatak iiut campur dalam

pengelolaan pendidikan (otonom). Kurikulumnya maiigauhid (pendidikan keimanan
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terhadap Allah S.W.T.), Al-Qur’an, hadist, fikihaltasa Arab termasuk membaca dan
menulis huruf Arab. Metode pendidikan dilakukan ahdl tabligh (wetonan)dan
sorogan (cara-cara belajar individual), selain itu diguamakpula media dan ceritera-
ceritera yang digunakan pada zaman Hindu-Budhaah@aya isinya diganti dengan
ajaran yang Islami. Pesantren sebagai lembaga gkaiyang muncul zaman kerajan
Hindu-Budha diselenggarakan pula pada zaman kerdigslam dan bahkan sampai
dewasa ini.

Zaman portugis dan Spanyol. Bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesig un
berdagang, tetapi selain itu mereka pun (para amasis) bertujuan menyebarkan agama
Katholik. Implikasinya, pendidikan zaman ini utargardimaksudkan demi penyebaran
agama Katholik. Tahun 1536 didirikan sekol@Beminarie)di Ternate, selain itu
didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya ris pendidikan agama Katolik,
ditambah pelajaran membaca, menulis dan berhitBegdidikan diberikan bagi anak-
anak masyarakat terkemuka.

Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awalnya (1596)bangsa Belanda
datang ke Indonesia untuk berdagang, mereka mkanlii¥OC (1602). Selain berusaha
menguasai daerah untuk berdagang, juga untuk markgeb agama Protestan. Sejak
tahun 1800-1942 negeri kita menjadi jajahan PertadriKolonial Belanda. Karaketristik
kondisi sosial budaya pada zaman ini antara lal): Herlangsungnya penjajahan,
kolonialisme; (2) dalam bidang ekonomi berlangsungnopoli perdagangan hasil
pertanian yang dibutuhkan dan laku di pasar du(Bj;terdapat stratifikasi sosial
berdasarkan ras atau suku bangsa.

Bangsa Indonesia terus berjuang melawan penjajBetanda, perlawanan dan
pemberontakan dilakukan oleh berbagai kelompok $mrigta di berbagai daerah di
tanah air. Penjajahan yang telah berlangsung laemarkbenar telah mengungkung
kemajuan bangsa Indonesia, dan mengakibatkan keaterlaserta kebodohan. Dengan
semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna alsiom dan kemerdekaan, pada
awal abad ke-20 (sejak kebangkitan nasional tal®@8)llahirlah berbagai pergerakan.
Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur pahiakipun pendidikan.

Implikasi dari kondisi di atas, pada zaman kolofalanda secara umum dapat

dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan,tu:yapendidikan yang
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diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belandan pendidikan yang dilaksanakan
oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan memiapai kemerdekaan dan
sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri (elikan yang diselenggarakan
pemerintah kolonialisme Belanda vyaitu: (1) Tujuaengidikannya adalah untuk
mengahasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukelagggengan penjajahan. (2)
adanya dualisme pendidikan, (3) sistem konkorda(®), sentralisasi pengelolaan

pendidikan, (5) menghambat gerakan nasional.

Test Formatif 1
Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Kemukakan rumusan tujuan pendidikan pada zamdraP

2. Di bandingkan dengan kondisi pendidikan padaaraRurba, perubahan atau
perkembangan apa yang terjadi dalam pendidikan padan Kerajaan Hindu/Budha ?

3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifab#8eatis, apa maksudnya dan
mengapa demikian (apa dasarnya) ?

4. Apakah tujuan pendidikan pada zaman Portugisgp&

5. Pemerintah kolonial Belanda memberlakutaalisme dansistem konkordansialam
penyelenggaraan pendidikan bagi kaum Bumi Putraagélea demikian (apa dasar
sosial budaya dan tujuan pendidikannya), serta kakan untung ruginya bagi kaum
Bumi Putra!

Balikan dan Tindak L anjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes Riringang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangéenar, kemudian gunakan
rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasAnda terhadap materi Kegiatan
Belajar ini.

Rumus:

Jumlah jawaban benar
Tingkat Penguasaan = X 100 %
5
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Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% kg sifahkan Anda lanjutkan untuk
mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnyBagus ! Akan tetapi apabila tingkat
penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda haeogulangi Kegiatan Belajar
ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.
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Kegiatan Belgjar 2

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN KAUM PERGERAKAN
KEBANGSAAN (PERGERAKAN NASIONAL) DAN PENDIDIKAN
ZAMAN PENDUDUKAN MILITERISME JEPANG

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikamdonesia pada zaman
Pemerintahan Kolonial Belanda yang diselenggarakéaum Pergerakan, dan
pendidikan pada zaman Pendudukan Militerisme JepHagan sejarah pendidikan
tersebut meliputi latar belakang sosial budayargraithplikasinya terhadap pendidikan.
Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan dreliaj Anda akan dapat menjelaskan
pendidikan yang diselenggarakan Kaum Pergerakanagaebupaya perjuangan
kemerdekaan dan rintisan pendidikan nasional, siapat menjelaskan pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Pendudukan Militerissparig.

1. Pendidikan oleh Kaum Pergerakan K ebangsaan (Per ger akan Nasional) sebagai
Sarana Perjuangan Kemer dekaan dan Penyelenggar aan Pendidikan Nasional.

Latar Belakang Sosial Budaya Timbulnya Pergerakan Nasional. Telah Anda
pahami melalui kegiatan pembelajaran 1 bahwa KemjaPemerintah Kolonial Belanda
dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sang&rugikan bangsa Indonesia.
Pemerasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsekelayaan Indonesia, telah
menimbulkan penderitaan/kemiskinan. Perbedaan kedud dan kehidupan yang
mencolok antara bangsa Belanda dan bangsa Indosaesigat nyata, baik dalam
kedudukan sosial maupun pemberian gaji. Strasifikgosial, sistem dualisme dan
konkordansi dalam bidang pendidikan telah menimdulkendahnya kesempatan
pendidikan yang diberikan kepada bangsa Indonpgja, menimbulkan perpecahan dan
kebodohan. Selain itu, pendidikan bagi bangsa kaaya ditujukan dalam rangka
memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah untuk memdugistem ekonomi dan politik
kolonialisme. Pendidikan kolonial Belanda tidak numgkinkan bangsa Indonesia untuk
menjadi cerdas, bebas, bersatu dan merdeka.

Berbagai kondisi yang sangat merugikan bangsa kxlarakibat kebijakan dan
praktek-praktek penjajahan tersebut di atas, telabnimbulkan rasa senasib

sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah sehinggancul rasa

Tatang Sy. File 2010 205



Landasan Historis Pendidikan

kebangsaan/nasionalisme. Kebesaran masa lampasabkitg semasa zaman kerajaan

Sriwijaya, Majapahit, Mataram, dsb., juga mempetkaaa harga diri sebagai bangsa

yang berdaulat dan merdeka. Sebab itu , kaum tggpeti kalangan bangsa kita

terdorong untuk berperan menjadi motor pergerakamasa melayu yang merupakan
bahasa kesatuan makin menyadarkan bahwa bangssesi@dalah satu bangsa. Selain
itu, karena mayoritas bangsa Indonesia memeluk agatam, maka timbul persepsi
bahwa Belanda adalah Kafir. Itulah antara laindekaktor intern ( faktor-faktor yang
terjadi di dalam negeri) yang menimbulkan pergandkebangsaan/pergerakan nasional.
Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangdtyat Indonesia dilakukan
melalui berbagai partai dan organisasi, baik mejalur politik praktis, jalur ekonomi,
sosial-budaya. dan khususnya melalui jpleindidikan. Sifat perjuangan bangsa kita saat
itu tidak lagi hanya menitik beratkan pada perj@andisik. Mengingat ciri-ciri
pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonBélanda yang tidak
memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi celusas, bersatu, dan merdeka,
maka kaum pergerakan semakin menyadari bahwa pkaaigang bersifat nasional
harus segera dimasukkan ke dalam program perjuapgan Usaha-usaha kaum
pergerakan melalui jalur pendidikan demi kemead@kdan rintisan ke arah pendidikan
nasional tampak jelas. Hampir setiap organisagjgsakan nasional mencantumkan dan
melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar damfalam program kerjanya.
Pendidikan. | Djumhur dan H. Danasuparta (1976) mengemukakamvaa
setelah tahun 1900 usaha-usaha partikelir di bidaerdidikan berlangsung dengan
sangat giatnya. Untuk mengubah keadaan akibat jpbhaja kaum pergerakan
memasukan pendidikan ke dalam program perjuangddgaasa ini lahirlah sekolah-
sekolah partikelir (perguruan nasional) yang disgdarakan para perintis kemerdekaan.

Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua:

1) Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politikegepyang diselenggarakan oleh:
Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa), Dr. Douwes Dek&&au Dr. Setyabudhi
(Ksatrian Institut), Moch. Sjafei (INS Kayutanadgb.

2) Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agaman(Jsiseperti yang diselenggarakan
oleh: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera TivwehlPadangpanjang, dll
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Selain itu, sebelumnya telah diselenggarakan petaigikan oleh tokoh-tokoh wanita
seperti R.A. Kartini (di Jepara), Rd. Dewi Sart{(kfh Bandung), dan Rohana Kuddus (di
Sumatera).

Kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakakyat dan kaum
pergerakamntara lainsebagaimana diuraikan berikut ini:

a. R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus.

Sekalipun tinggal di daerah yang berjauhan, R.AtiKia Rd. Dewi Sartika, dan
Rohana Kuddus menghadapi masalah yang relatif skfaeeka melihat kepincangan
dalam masyarakat dan ketidak adilan terhadap wasetaingga menghambat kemajuan
kaum wanita karena adat kebiasaan yang berlaku gaalaitu. Sebab itu, baik R.A.
Kartini, Dewi Sartika, maupun Rohana Kudus memitika-cita yang relatif sama pula,
yaitu keinginan untuk bebas, berdiri sendiri, sen@ambebaskan kaum wanita (gadis-
gadis) Indonesia lainnya dari ketertinggalan daaik adat kebiasaan. Mereka masing-
masing berupaya memperjuangkan emansipasi kauntandamni perbaikan kedudukan
dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuaralmelipaya pendidikan. Upaya-
upaya pendidikan yang dilakukan mereka adalah:

* R.A. Kartini (1879-1904): Pada tahun 1903 la membuka “Sekolah Gadis” dirdepa
dan setelah menikah ia membukanya lagi di Rembidagena usianya yang relatif
pendek usaha Kartini di bidang pendidikan tidakaterbanyak, namun ia telah
memberikan petunjuk jalan, melakukan rintisan paikdn bagi kaum wanita. Cita-
citanya memberikan gambaran perjuangan dan cagaitm wanita Indonesia.

* Rd. Dewi Sartika (1884-1947): Pada tahun 1904 la mendirikan “Sakola Isteri”
(Sekolah Isteri). Murid pertamanya berjumlah 20ngramakin lama muridnya
bertambah. Pada tahun 1909 sekolah ini melepasaluilya yang pertama dengan
mendapat ijazah. Pada tahun 1912 di 9 kabupatenukePasundan telah dijumpai
sekolah semacam Sekolah Isteri Dewi Sartika. Pauant1914 Sekolah Isteri diganti
namanya menjadi “Sakola Kautamaan Isteri” (Sekdahtamaan Isteri), dan pada
tahun 1920 tiap-tiap kabupaten di seluruh Pasumadampunyai Sakola Kautamaan
Isteri. Adapun untuk melestarikan sekolah-sekolahity dibentuk “Yayasan Dewi
Sartika”.
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* Rohana Kuddus (1884- 1969): Rohana Kuddus dikenal sebagai wanita Islam yang
taat pada agamanya dan sebagaimana kedua toktds daaiat sekali mempelopori
emansipasi wanita. Selain sebagai pendidik, iaguatah wartawan wanita pertama
Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan I. Djumhur dan H. Danatua®76), pada tahun 1896
(pada usia 12 tahun) Rohana telah mengajarkan noandsn menulis (huruf Arab
dab Latin) kepada teman-teman gadis sekampungaga tahun 1905 ia mendirikan
Sekolah Gadis di Kota Gedang. Pada tgl. 11 Febrd&il ia memimpin
Perkumpulan Wanita Minagkabau yang diberi nama &ilean Amai Setia” yang
kemudian dijadikan nama sekolahnya. Rohana jugpidregy menerbitkan surat
kabar khusus untuk wanita. Pada tgl 10 Juli 1918aRa menjadi pemimpin redaksi
surat kabar wanita di kota Padang yang diberi i&@uoanting Melajoe”.
Kurikulum pendidikan mereka memiliki kesamaan pwiaiu berkenaan dengan
membaca, menulis, berbagai ilmu pengetahuan danterakepilan kewanitaan agar

mereka dapat berkarya.

b. Budi Utomo

Pada tahun 1908 Budi Utomo dalam kongresnya yamtampa (3-4 Oktober
1908) menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu ladaituk kemajuan yang selaras
buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengamjukanpengajaran,pertanian,
peternakan, dagang, teknik industri, dan kebudaydatuk itu Budi Utomo pada tahun
1913 mendirikarDarmo-Woro Studiefongslan mendirikan tiga Sekolah Netral di Solo
dan dua di Yogyakarta. Pada tahun 1918 mendirikaredkschool di Jawa Tengah,
kemudian Sekolah Guru Kepandaian Putri untuk Sékkktini, enam Normaal School,
dan sepuluh Kursus Guru Desa, dsb. Pada tahurektlah-sekolah Budi Utomo telah
berkembang hingga jumlahnya kurang lebih menca®@i(M.A.R. Tilaar, 1995).

¢. Muhammadiyah

Pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlandim&an organisasi
perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammddiydengan berbagai
sekolahnya, didirikan dalam rangka memberikan mbkan bagi bangsa Indonesia

sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendliuk mengatasi kristenisasi, dan
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untuk mewujudkan masyarakat Islam yang melaksanakaan al-Qur'an dan Hadits
sesuai yang diajarkan Rosululloh (Nabi Muhammad\8)A

Dasar/asas dan Tujuan PendidikaRendidikan Muhammadiyah berasaskan
Islam dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Haditgiah pendidikan Muhammadiyah
adalah membentuk manusia muslim berakhlak mulikagapercaya diri dan berguna
bagi masyarakat. Sebagai orang muslim harus menapuig-ciri sebagai berikut:
berjiwa tauhid yang murni; beribadah kepada Allaéxbakti kepada orang tua dan baik
kepada kerabatnya; memiliki akhlak yang mulia dadu$ perasaannya; berilmu
pengetahuan dan mempunyai kecakapan; dan cakapmpemnkeluarga dan masyarakat
(Abu Ahmadi, 1975).

Penyelenggaraan PendidikarUntuk mencapai tujuannya Muhammadiyah
mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar dari Splsmampai Merauke, di bawah
pimpinan Majelis Pengajaran. Sekolah-sekolah itsainping memberikan pendidikan
agama Islam, memberikan juga berbagai mata petajaeperti di sekolah-sekolah
Pemerintah. Usaha-usaha lain berupa perluasan j@engangajian (di bawah
bimbingan Majelis Tabligh), menyebarkan bacaan-blacagama, mendirikan mesjid-
mesjid, madrasah-madrasah, pesantren-pesantresedagainya.

Pada zaman Belanda, Muhammadiyah mempunyai baggiarbsekolah:

Taman Kanak-kanak (Busthanul Atfal)  Inheemse Mulo

Sekolah kelas I Normaalschool
Sekolah Schakel Kweekschool
HIS HIK

MULO AMS

Sekolah-sekolah agamanya:
Ibtidaiyah (SD dengan dasar Islam)
Tsanawiyah (Sekolah Lanjutan dengan dasar Islam)
Diniyah, yang hanya meberikan pelajaran agama saja
Mu’allimin/Muallimat (SGB Islam)
Kulliyatul Mubaligin (SPG Islam)
Pada masa Pendudukan Jepang hingga kini orgaMsé&simmadiyah dengan

sekolah-sekolahnya berjalan terus. Pada tahun 7&ekolah-sekolahnya berjumiah
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6000 buah, tersebar di seluruh Indonesia; telahilikefi7 Universitas dan 43 Akademi
(I. Djumhur dan Danasuparta, 1976). Sampai kini Mumadiyah terus berjuang dan

berkembang dalam rangka mencapai cita-citanya.

d. Perkumpulan Putri Mardika. Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912.
Bertujuan memajukan pengajaran anak-anak peren{@aang Muchtar, 1976).

e. TrikoroDharmo.

Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Dharmo, dan getaga berdiri berbagai
perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai temp#anah air hingga terwujudnya
Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berbagai orgap&asida dan pelajar ini bersama-
sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-jasa yesay demi pendidikan nasional
dan kemerdekaan Indonesia. “Mereka bersepakat umteknperbanyak kesempatan
memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-dekelaingga dapat menampung
semakin banyak anak Indonesia, mempermudah untp&t daengikuti pelajaran bagi
semua lapisan masyarakat, dan agar para anak rdehlkpunyai perasaan peka sebagai
putra Indonesia” (H.A.R. Tilaar, 1995).

f. Perguruan Taman Siswa

Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) bessaekan-rekannya
berjuang di jalur politik praktis, selanjutnya miulahun 1921 perjuangannya difokuskan
di jalur pendidikan. Hal ini Beliau lakukan mengatg Departemen Pengajaran
Pemerintah  Belanda bersikap diskriminatif mengehak dan penyelenggaraan
pendidikan bagi bagsa kita. Pendidikan Koloniabkidberdasarkan kebutuhan bangsa
kita, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingalorkal. Isi pendidikannya tidak
sesuai dengan kemajuan jiwa-raga bangsa. Pendikitanial tidak dapat mengadakan
perikehidupan bersama, sehingga kita selalu barggntkepada kaum penjajah.
Pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan kita jadnmanusia merdeka. Menurut Ki
Hadjar Dewantara keadaan ini (penjajahan) tidak ddayap jika hanya dilawan dengan
pergerakan politik saja. Melainkan harus dipentargkenyebaran benih hidup merdeka
di kalangan rakyat dengan jalan pengajaran yangrtdis pendidikan nasional (I.

Djumhur dan H. Danasuparta, 1976). Sehubunganatehgl di atas pada tgl. 3 Juli
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1922 di Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara mendirikdiNational Onderwijs Institut

Taman Siswa" yang kemudian menjadi "Perguruan Makibaman Siswa".

Dasar atau Azas PendidikafRada pembukaan lembaga pengajaran Taman

Siswa (3 Juli 1922), Ki Hadjar Dewantara mengemakaktujuh azas pendidikannya

yang kemudian dikenal dengan Azas Taman Siswa ¥a&Rjuh Azas tersebut adalah:

1) Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri demngaib mengingat tertibnya
kehidupan umum. Hendaknya tiap anak dapat berkegnibaenurut kodrat atau
bakatnya. Dalam mendidik, perintah dan hukuman gydta anggap memperkosa
hidup kebatinan anak hendaknya ditiadakan. Meredadd&knya dididik melalui
“Among —methode”.

2) Pengajaran berarti mendidik untuk menjadi manuaragymerdeka batinnya, merdeka
fikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan enamgmberi pengetahuan yang
perlu dan baik saja, melainkan harus juga mendidikid agar dapat mencari sendiri
pengetahuan itu dan mengamalkannya demi kepentingamm. Pengetahuan yang
baik dan perlu yaitu yang bermanfaat bagi kepeatinghir dan batin dalam hidup
bersama.

3) Pendidikan hendaknya berasaskan kebudayaan kithriseebagai penunjuk jalan,
untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dekmdnat kita dan akan memberi
kedamaian dalam hidup kita. Dengan keadaban baagasendiri kita lalu pantas
berhubungan bersama-sama dengan bangsa asing.

4) Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyatinnnalaripada mempertinggi
pengajaran kalau usaha mempertinggi ini mengutenggbarnya pengajaran.

5) Agar bebas, merdeka lahir batin, maka kita harksipge menurut kekuatan sendiri.

6) Agar hidup tetap dengan berdiri sendiri, maka seg@lanja mengenai usaha kita
harus dipikul sendiri dengan uang pendapatan sendir

7) Dengan tidak terikat lahir batin, serta kesuciaf, ferminat kita berdekatan dengan
Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akamptenenyerahkan diri untuk
berhamba kepada Sang Anak.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonésias Taman Siswa 1922, pada

tahun 1947 diubah menjatiPanca Dharma"Taman Siswa, yaitu: 1)Kebebasan atau

Kemerdekaan, 2) Kebudayaan, 3) Kodrat Alam, 4pafgsaan, dan 5) Kemanusiaan.
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Tujuan PendidikanPendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuharyak-
anak. Maka .... Maksudnya pendidikan yaitu: menusiegala kekuatan kodrat yang ada
pada anak-anak ittagar mereka sebagai manusia dan sebagai anggautyanakat
dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan ysatgnggi-tingginya. Tujuan
pendidikan itu ialahkesempurnaan hidup lahir batin sebagai satu-satumydauk
mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, balkags satu-satunya orang
(individual), maupun sebagai anggauta masyarakatié)". (Majelis Luhur Persatuan
Taman Siswa, 1977).

Penyelenggaraan PendidikaBerdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa
(1922) dimulai dengan dibukanya sekolah untuk aaredk di bawah umur 7 tahun yang
diberi namaTaman Lare atau Taman Anatkadang diberi nama penjelasaBekolab
Froebel Nasional atau KindertuinSebutan Taman Lare atau Taman Anak untuk anak di
bawah umur 7 tahun kemudian diganti namanya menjadnan Indria. Alasannya
karena anak-anak di bawah umur 7 tahun itu semata-rberada pada periode
perkembangan pancainderanya.

Pada tahun-tahun berikutnya dibuka Taman Anak uatdk-anak umur 7-9
tahun (kelas I-1ll); Taman Muda untuk anak-anak uh@-13 tahun (kelas IV-VI), dan
kelas VII sebagai kelas masyarakat; Taman Dewastingekt SMP); Taman Madya
(setingkat SMA); Taman Guru; dan Taman limu (sédatgekolah Tinggi). Taman Guru
meliputi: Taman Guru BI, yaitu sekolah guru untalton guru Taman Anak dan Taman
Muda (satu tahun setelah Taman Dewasa); Taman Bllirisatu tahun setelah Taman
Guru Bl); Taman Guru Blll (satu tahun setelah Tanuru Bll) yang menyiapkan
calon guru Taman Dewasa. Taman Guru Blll terdiasatlua bagian: Bagian A
(Alam/Pasti), yaitu bagi para calon guru mata peta) alam/pasti; dan Bagian B
(Budaya), yaitu bagi para calon guru mata pelaj@ahasa, Sejarah, dsb. Pada Taman
Guru, selain diselenggarakan Taman Gurtu Bl s.dl, Riga diselenggarakan Taman
Guru Indriya, yaitu sekolah gurtu yang menyiapkarapcalon guru untuk Taman
Indriya.

Metode Pendidikaara atau metode pendidikannya adakamdng-methode
atau ‘among systefnyaitu  menyokong kodrat alamnya anak yang Kitdik, agar

dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin merkodratnya sendiri-sendiri".
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Dasar sistem among ini adalah kodrat alam dan tdgkaan. (Majelis Luhur Persatuan
Taman Siswa, 1977). Pendidikan dengan sistem ammargakai cara pondok asrama,
karena dengan cara itu dapatlah ketiga lingkungamdidikan bekerja bersama-sama
(keluarga, perguruan dan perkumpulan pemuda). tearsaketiga corak lingkungan
tersebut penting sekali untuk sempurnanya pendid{keéstem tri-pusat pendidikan).
Pelaksanaan pendidikan tersebut berpedoman pula ppadagai semboyan, adapun
semboyan yang paling terkenal adaldhg“ngarso sung tulodo, Ing madya mangun
karso, Tutwuri handayanArtinya: Kalau pendidik berada di muka, dia membkedadan
kepada peserta didik. Kalau berada di tengah, megumasemangat, berswakarya, dan
berkreasi pada peserta didik. Kalau berada di balgk pendidik mengikuti dan
mengarahkan peserta didik agar berani berjalanegan dan sanggup bertanggung
jawab. Dengan kata lain, seorang pendidik atau mgmi harus bersikap sebagai
pengasuh yang mendorong, menuntut, dan membimbesgria didik/orang yang
dipimpinnya. Coba Anda berikan contoh perbuataruggang nyata sebagai bentuk
pelaksanaan ketiga semboyan tersebut.

Perjuangan Taman Siswa terus berlanjut, sampaiisattmbaga pendidikan
Taman Siswa terus berkembang. Lembaga pendidikeraif &iswa tersebar di seluruh

pelosok tanah air.

0. Ksatrian Institut

Ksatrian Institut didirikan di Bandung oleh Erndstancoist Eugene Douwes Dekker
(Multatuli atau Setyabudhi). la memimpin lembaga Bejak 1922-1940. Dasar

pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutaelalui sejarah kebangsaan.
Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan ksatridd@rschap) bagi Indonesia Merdeka
di masa datang. Sekolah kejuruan merupakan organdslam sistem pendidikan

Ksatreian Institut, yang diharapkan agar lulusamngajadi nasionalis yang berguna dan
dapat berdiri sendiri derta mencari lapangan keagg praktis. Lulusannya umumnya
mendapat tempat di perusahaan-perusahaan swastheatiri sendiri. Sampai dengan
tahun 1937 perkembangan sekolahnya telah mencapsek8lah yang tersebar di

Bandung, Ciwidey, dan Ciajur (Odang Muchtar, 1976).
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h. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tgl ahuhri 1926. Salah seorang ulama
yang membangun perkumpulan NU adalah K.H. Hasyiryiakis yang pernah menjadi
Raisul Akbar perkumpulan ini. Sejak 1899 Beliaatehembuka pesantren Tebuireng di
Jombang. Sebelum menjadi partai politik NU bertnjumemegang teguh salah satu
mazhab dari mazhab Imam yang ber-empat, yaituyafi' 2. Maliki, 3. Hanafi, 4.
Hambali dan mengerjakan apa-apa yang menjadikara¥lahatan untuk agama Islam.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diselenggarakaoelgar usaha seperti: memajukan dan
memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengaddbkgh-tabligh dan pengajian-
pengajian, disamping usaha lainnya. Pada akhimta®38 Komisi Perguruan NU telah
menetapkan susunan madrasah-madrasahnya sebaijai: betadrasah Awaliyah (2
tahun); Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun); Madrasahndas@ah (3 tahun); Madrasah
Mu’alimin Wusytha (2 tahun); dan Madrasah Mu’alimiiya (3 tahun). Selanjutnya
setelah menjadi partai politik (Mei 1952) hingg&arang NU terus berjuang melakukan
inovasi dan menyelenggarakan pendidikan (I. Djunaaun H. Danasuparta, 1976)..

i. INS Kayutanam
Indonesisch Nederland SchqdNS) didirikan oleh Mohammad Sjafei (1895-

1969) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanarmé$era Barat. Pada tahun 1950

kepanjangan INS diubah menjdddonesian Nasional Schqalan selanjutnya menjadi

Institut Nasional SjafeiPerjuangan INS juga diarahkan demi kemerdekaalalune

pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapdiricgendiri tidak tergantung pada

orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaunjapeh.
Dasar PendidikanSebagaimana dikemukakan oleh Ag. Soejono (19&8a p
awal didirikannya INS mempunyai dasar pendidikadragai berikut:

1) Berfikir secara logis atau rasionalINS mementingkan berfikir logis sebab menurut
kenyataan, dalam masyarakat Indonesia saat ituhni@siyak orang yang berfikir
secara mistik.

2) Keaktifan atau kegiataiNS menggunakan banyak keaktifan anak dalam paraga
latihan skill dan pendidikan agar anak bekerja toeaa dan intensif. Lagi pula Moh.
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Sjafei menyadari, bahwa besar sekali pengaruh ik@akiagi pengalaman, fikir dan
watak. Inilah sebabnya mata pengajaran ekspresindirsatukan di INS dengan
tidak mengabaikan pengetahuan lain. Keaktifan itypaldiinya pula untuk
menjalankan pekerjaan yang praktis: membuat sealdiribercocok tanam, beternak,
membuat gedung dan berbagai lapangan olah ragamengmpergunakan bahan
yang terdapat di Indonesia. Begitulah anak di s¢kaldak hanya duduk, melihat
mendengarkan, dan percaya saja.

3) Pendidikan kemasyarakataBesuai dengan sifat Indonesia, maka di INS dibari
banyak kesempatan bekerja sama. Contoh: MajalataRMslas dikerjakan bersama
dan merupakan tempat untuk mengadakan ekspresianlebghasa; bersama
menjalankan pertunjukan dan koperasi. Perkumpulaperdasi bukan saja untuk
memenuhi keperluan murid sehari-hari, melainkana jegbagai latihan bekerja
bersama dalam lapangan ekonomi, yang menanti meap&haila mereka kelak terjun
ke dalam masyarakat. Bergotong royong adalah lcas kndonesia.

4) Memperhatikan bakat analnak yang ternyata pandai dan mempunyai banyak
kesanggupan dalam sesuatu mata pengajaran, satealgikuti semua mata
pengajaran, mendapat pendidikan lebih lanjut damdadlem untuk menyempurnakan
bakat, hingga ia dapat menjadi ahli dalam vak itu.

5) Menentang intelektualismedal tersebut di atas adalah beberapa usaha untuk
menjauhkan intelektualisme dari INS. Sejalan dengandi atas, usaha-usaha yang
lainnya adalah:

a. pendidikan keindahan diperhatikan sungguh-sunggimn. terbukti dengan
dipentingkannya vak ekspresi; kerap diadakan pgrtan; bersama-sama murid
mengatur gedung dan halamannya, dsb.

b. Rasa tanggung jawab dikembangkan melalui berbaggditkan, agar anak didik
berani berdiri sendiri. Penyelenggaraan dan perkegdn INS sendiri memberi
contoh dalam hal ini. Atas usaha sendiri Moh. $jafenyelenggarakan INS yang
megah itu. Tidak diterimanya bantuan dari pihak anaan seperti dari pemerinta
Belanda yang dapat mengikat hidup INS.

c. Perasaan keagamaan diberi kesempatan berkembangldnabersih jauh dari

kepicikan dan kekolotan.
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Tujuan Pendidikan INSTujuan pendidikan INS Kayutanam sebagaimana
dikemukakan Umar Tirtarahardja .dan La Sulo (19£5)lah sebagai berikut:

1) Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan.

2) Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutotemyarakat.

3) Mendidik para pemuda agar berguna untuk makstra

4) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendirbdsani bertanggung jawab.

5) Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan.

Penyelenggaraan PendidikaBeberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidik

INS Kayu Tanam yang dalam bidang pendidikan ariftanamenyelenggarakan berbagai

jenjang pendidikan, seperti Ruang Rendah (7 tatetara sekolah dasar), Ruang Dewasa

(4 tahun sesudah Ruang Rendah, setara sekolah gaénedan sebagainya. Di samping

itu, INS Kayu Tanam juga menyelenggarakan usalmdabagai bagian mencerdaskan

kehidupan bangsa, yakni penerbit8endi (majalah anak-anak), buku bacaan dalam
rangka pemberantasan buta huruf/aksara dan angigamgudulKunci 13, mencetak
buku-buku pelajaran, dan lain-lain (Soejono, 1968:&eperti diketahui, upaya-upaya
dari Ruang Pendidik INS tersebut dilakukan sebagaha mandiri, dan menolak bantuan
yang mungkin akan membatasi kebebasannya.

j. Pada bulan Juli Tahun 1927 dalam pidato pembel@aarByng Hatta di pengadilan
Den Haag mengusulkan supaya ada perbaikan daldrmadaerbidang sosial, antara
lain adalah bidang pembinaan pendidikan nasional.

k. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menempatkalidikan dan pengajaran
sebagai salah satu sarana utama perjuangannya.

|. Pada bulan November 1937 dalam kongres ke-26 Bars&uru Indonesia (PGI) di
Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belagtafongresnya tahun 1938 di
Malang PGl menuntut agar pendidikan dan pengajdiserahkan ke daerah tetapi
didahului dengan perbaikan keuangan daerah.

Tentu saja masih banyak lagi usaha-usaha rakyatip#an organisasi yang
berjuang dalam bidang pendidikan, seperti: Syariséam (Sl), perjuangan PNI,
berbagai pesantren, dsb.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehijallan praktek-praktek di

bidang politik ekonomi, maupun pendidikan yangetiiaggarakan pemerintah kolonial
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Belanda sangat tidak adil. Pendidikan yang disgJarakan pemerintah kolonial Belanda
tidak memungkinkan bangsa kita menjadi cerdas, fyddmsatu dan merdeka. Selain itu
kita dapat melihat bahwa Kebangkitan Nasional mekah kesadaran mengenai
pentingnya peranan pendidikan nasional dalam rangkacerdaskan kehidupan bangsa
dan dalam memperjuangkan kemerdekaan demi lahiregara nasional. Dalam periode
ini berbagai pergerakan nasional mencantumkan anogpendidikan bagi semua
kalangan rakyat Indonesia. Selain itu, pada masklir pula konsepsi dan perintisan
sistem pendidikan nasional Indonesia, maksudnya sistem pendidikan yang berbeda
dengan sistem pendidikan kolonial Belanda (Odanghvar, 1976). Terdapat tiga ciri
pendidikan nasional (pendidikan kaum pergerakam)ap@aasa ini, yaitu: (1) bersifat
nasionalistik dan sangat anti kolonialis, (2) berdsendiri atau percaya kepada
kemampuan sendiri, dan (3) pengakuan kepada eaksisperguruan swasta sebagai
perwujudan harga diri yang tingi dan kebhinekaasyaeakat Indonesia serta pentingnya
pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masydaakbangsa Indonesia (H.A.R.
Tilaar, 1995).

2. Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang.

Latar Belakang Sosial Budaya. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda
berakhir ketika pada tgl. 8 Maret 1942 mereka meaty&epada militer kerajaan Jepang.
Selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah &akonapendudukan militerisme
Jepang selama hampir 3,5 tahun.

Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan neggarig sangat besar artinya
bagi kelangsungan perang Pasifik dan sesuai pulgatecita-cita politik ekspansinya. Di
balik itu, mereka mempropagandakan semboydakko Ichiu atau semboyan
“kemakmuran bersama” Asia Timur Raya. Mereka meakat bahwa mereka berjuang
mati-matian melakukan “perang suci” (melawan sekdami kemakmuran bersama Asia
Timur Raya dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Naonikian tujuan pendudukan
militer Jepang lama kelamaan menjadi penindasara Ada kebijakan pemerintah
pendudukan militer Jepang : 1) menghapuskan serengapuh Barat di Indonesia
melalui “pen-Jepang-an”, dan 2) memobilisasi sed@luatan dan sumber yang ada

untuk mencapai kemenangan perang Asia Timur Raya.
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Pendidikan. Implikasi kekuasaan pemerintahan pendudukan milepang
dalam bidang pendidikan di Indonesia yaitu:

1) Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepgjain perang Asia Timur Raya.
Contoh: Tiap pagi di sekolah-sekolah dimulai dengemyanyikan lagu kebangsaan
JepandKimigayo”. Upacara pagi dilanjutkan dengan pengibaran bertdie@maru
dan membungkuk untuk menghorm&enno Heika.Tiap hari para siswa harus
mengucapkan sumpah pelajar dalam bahasa Jeparakukehtaiso (senam), dan
diwajibkan pula melakukarkinrohoshi (kerja bakti). Selain itu, dibentuk PETA
sebagai program pendidikan militer bagi para peamndientuk barisan murid-murid
Sekolah Rakya{Seinen-tai) dan barisan murid-murid Sekolah Lanjut@®akuto-
tai).

2) Hilangnya Sistem Dualisme dalam pendidikan. Sistgendidikan yang bersifat
dualistis membedakan dua jenis sekolah untuk anak-bBangsa Belanda dan anak-
anak Bumi Putera dihapuskan pada zaman JepanglaBdbersifat terbuka untuk
seluruh lapisan anak Indonesia. Namun demikianydaatu jenis sekolah rendah
diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: |&ekakyat 6 tahufKokumin
Gakko). Sekolah Desa masih tetap ada dan namanya digantjadneSekolah
Pertama. Susunan jenjang sekolah menjadi:

a. Sekolah Rakyat 6 tahun (termasuk Sekolah Pertama).
b. Sekolah Menengah 3 tahun.

c. Sekolah Menengah Tinggi 3 tahun.

d. Perguruan Tinggi.

3) Sistem Pendidikan menjadi lebih merakyat (popuB®bagaimana dikemukakan di
atas, pada prinsipnya terjadi perubahan bahwa aekoknjadi terbuka bagi semua
lapisan masyarakdtDemokrasi Pendidikan”).Hapusnya sisteriKonkordansidan
masuknya sistem baru yang relatif lebih praktis demarah bagi kebutuhan
masyarakat, meskipun kepraktisan tersebut lebiarbhemtuk keperluan kemenangan
perang Jepang. Selain itu bahasa Indonesia pertatiaya dijadikan bahasa
pengantar di sekolah dan dijadikan bahasa ilmiahsadnping tentunya bahasa
Jepang. Sedangkan bahasa Belanda dilarang untukadign (H.A.R. Tilaar, 1995).
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Latihan:

1. Setelah kebangkitan nasional (1908) perjuangary dilakukan kaum pergerakan
kebangsaan (pergerakan nasional) tidak hanya mghlu politik praktis, melainkan
juga melalui jalur pendidikan. Kemukakan latar kateg politik dan sosial budaya
yang menjadi landasannya.

2. Kemukakan persamaan dan perbedaan pendidikag g&elenggarakan oleh
Perguruan Taman Siswa dengan pendidikan yang dgggigkan Muhammadiyah!

3. Apa tujuan pendidikan zaman Pendudukan Migitee Jepang?

Petunjuk Jawaban L atihan:

Untuk dapat menjawab tugas no. 1. Anda mesti memagikan cita-cita kemerdekaan
kaum Bumi Putra (bangsa Indonesia), politik pentahirkolonial Belanda, dan tujuan
serta ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan @entah kolonial Belanda.

No. 2. Perhatikan kesamaannya bagi kepentingarsbhdngdonesia, dan perbedaannya
dalam hal asas pendidikannya. No. 3. Kata kunaileyai kepentingan perang.

Rangkuman:

Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Nasional. Faktor intern yang menimbulkan
pergerakan kebangsaan (pergerakan nasional) adaiaradalah: 1) Penderitaan dan
berbagai kondisi yang merugikan bangsa Indonesimtikebijakan pemerintah kolonial
Belanda telah menimbulkan rasa senasib sepenanggwsepagai bangsa yang dijajah
sehingga muncul rasa kebangsaan/nasionalisme. #BsKen masa lampau bangsa kita
juga memperkuat rasa harga diri sebagai bangsa lyamigulat dan merdeka. 3) Kaum
terpelajar di kalangan bangsa kita terdorong ubrkeran menjadi motor pergerakan. 4)
Bahasa melayu yang merupakan bahasa kesatuan makipadarkan bahwa bangsa
Indonesia adalah satu bangsa. 5) Karena mayoritagsh Indonesia memeluk agama
Islam, maka timbul persepsi bahwa Belanda adaldin. Ka

Sejak Kebangkitan Nasional (1908) sifat perjuangetyat Indonesia dilakukan
melalui berbagai partai dan organisasi, baik dgkar politik, ekonomi, sosial-budaya,

dan khususnya melalui jalpendidikan.Sifat perjuangan bangsa kita saat itu tidak lagi
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hanya menitik beratkan pada perjuangan bidang .fisMengingat ciri-ciri
penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah koloniglanda yang tidak
memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi celussas, bersatu, dan merdeka,
maka kaum pergerakan memasukan pendidikan ke dal@gram perjuangannya.
Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mémcdan dan melaksanakan
pendidikan dalam anggaran dasar dan/atau dalagragonokerjanya.

Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah:b@rsifat nasionalistik dan
sangat anti kolonialis, (2) berdiri sendiri ataugaga kepada kemampuan sendiri, dan (3)
pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagajudan harga diri yang tinggi
dan kebhinekaan masyarakat Indonesia serta pegéngengembangan rasa persatuan
dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik
saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakamdfiatah Pendudukan Jepang
diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asmr Raya bagi Jepang.
Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilangngistem dualisme pendidikan, 2)
kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisasyarakat, 3) susunan jenjang
sekolah menjadi SR 6 Th.,, SM 3 Th., SMT 3 Th., d&n, 4) hilangnyasistem
konkordansi5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikahasa pengantar,
sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahagsnpa di sekolah.

Tesformatif 2

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Selain berjuang melalui politik praktis, deflengapa Kaum Pergerakan Nasional
berjuang pula melalui jalur pendidikan?

2. Kemukakan tiga karakteristik pendidikan yarsgkgnggarakan oleh Kaum
Pergerakan Nasional pada zaman Kolonial Belanda!
Kemukakan latar belakang lahirnya Muhammadiyah
Dasar pendidikan Perguruan Taman Siswa a@aaba Dharma. Tuliskan kelima
dharma dari Panca Dharma tersebut, dan dharmagpgasg terutama melandasi
semboyarftutwuri handayani” atau*”Among Methode”.

5. Kemukakan karakteristik pendidikan pada zapemdudukan militerisme Jepang!
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Balikan dan Tindak L anjut

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes RFidr2ngang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangebenar, kemudian gunakan
rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasAnda terhadap materi Kegiatan

Belajar ini.
Rumus:
Jumlah jawaban benar

Tingkat Penguasaan = X 100 %
5

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% I silahkan Anda lanjutkan untuk
mempelajari Kegiatan Belajar selanjutnyBagus ! Akan tetapi apabila tingkat
penguasaan Anda masih di bawah 80%, maka Anda haogulangi Kegiatan Belajar
ini, terutama bagian-bagian yang belum Anda kuasai.
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Kegiatan Belajar 3

PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE TAHUN 1945-1969 DAN
MASA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (PJP) Kel: 1969-1993

Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikadonesia pada periode tahun
1945-1969 dan pada masa PJP I. Kajian dalam BBNMhaliputi latar belakang politik
dan implikasinya terhadap pendidikan. Dengan Keamj setelah mempelajari kegiatan
belajar ini Anda akan dapat menjelaskan perkegdoankebijakan dan praktek

pendidikan yang diselenggarakan pada periode th845-1969 dan pada masa PJP I.

1. Pendidikan pada Periode Tahun 1945-1969
a. Zaman Revolusi Fisik Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pawhgal 18 Agustus
1945 PPKI menetapkan UUD1945 sebagai dasar negejak saat ini jenjang dan jenis
pendidikan mulai disempurnakan dan disesuaikan atelkgbutuhan bangsa Indonesia.
Contoh: Sekolah Menengah zaman Jep&kgto Cu Dakko dan Coto Cu Gakkijbah
menjadi SMTP dan SMTA.

Bersamaan dengan berjalannya revolusi fisik, pertadrimulai mempersiapkan
sistem pendidikan nasional sesuai amanat UUD 1BdBerapa bulan setelah proklamasi
kemerdekaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dandéstaan (PP dan K) mengeluarkan
“Instruksi Umum” agar para guru membuang sistem djkkan kolonial dan
mengutamakarpatriotisme Selanjutnya, diawali dengan Kongres Pendidikaentdri
PP dan K membentuk Komisi Pendidikan dan Komismeimbentuk Panitia Perancang
Undang-Undang (RUU) mengenai pendidikan dan peragajé&arena terganggu dengan
pecahnya perang kolonial kedua, pembahasan RUlhdamB Pekerja Komite Nasional
Indonesia Pusat (BP KNIP) terhenti dan baru ddpaksanakan kembali pada tanggal
29 Oktober 1949. Tanggal 5 April 1950 RUU tersetiundangkan sebagai UU Rl No.4
Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Reagali Sekolah. UU RI No. 4
Tahun 1950 ini kemudian diterima oleh DPR padadah@7 Januari 1954, kemudian
disyahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Marb4 dan diundangkan tanggal 18
Maret 1954 sebagai UU No. 12 Tahun 1954 (H.A.Radril 1995).
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b. Peletakan Dasar Pendidikan Nasional.

Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 18=tiagai konstitusi
Negara. Namun setelah Konferensi Meja Bundar, tab@4O terbentuklah Republik
Indonesia Serikat (RIS) yang memberlakukan UUD R¥&da saat RIS kembali ke
negara kesatuan RI, UUD RIS diganti dengan UUD ®¢ana Rl atau UU No. 7 Tahun
1950. Setelah Pemilu tahun 1955, karena Konstikugagial menyusun UUD maka tgl. 5
Juli 1959 keluarlah Dekrit Presiden yang menyatdia@mva bangsa dan negara kesatuan
Republik Indonesia kembali kepada UUD 1945.

Sekalipun terjadi pergantian bentuk dan Kkonstitngigara sebagaimana
diuraikan di atas, tetapi pendidikan nasional redia tetap dilaksanakan sesuai jiwa
UUD 1945, dan bahwa UU RI No. 4 Tahun 19%®factodigunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan kebadayntuk seluruh daerah Negara
Kesatuan RI. Hal ini sebagaimana tertuang dalargaifaPersetujuan Pemerintah RIS
dan Pemerintah RI tgl. 19 Mei 1950, serta sebagsndinyatakan dalam Pengumuman
Bersama Menteri PP dan K RIS dan RI tgl. 30 JutiOl%elanjutnya UU pernyataan
berlakunya UU tersebut di atas (RUU) diajukan kep2a®R. Pada tgl. 27 Juni 1954 DPR
menerima RUU tersebut, kemudian disahkan oleh patabrpada tgl. 12 Maret 1954,
dan diberlakukan pada tgl. 18 Maret 1954 sebagaRUNo. 12 Tahun 1954. Di dalam
Pasal 3 UU ini termaktub bahw@ujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk
manusia susila yang cakap dan warga negara yangH#matis serta bertanggung jawab
tentang kesejahteran masyarakat dan tanah aiRdapun Pasal 4 menyatakan:
“Pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas ymrgiaktub dalam “Panca Sila”
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dtas &ebudayaan kebangsaan

Indonesia”.

c. Demokrasi Pendidikan

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UURI No. 4 TdR50, meskipun
menghadapi berbagai kesulitan, pemerintah mengkaaharselenggaranya pendidikan
yang bersifat demokratis, yaitu Kewajiban Belajak@ah Dasar bagi anak-anak yang
berumur 8 tahun. Rencana kewajiban belajar sekidalr ini direncanakan selama 10
tahun (1950-1960). Pelaksanaan program ini didulkderggan PP No. 65 Tahun 1951.
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Karena pelaksanaan kewajiban belajar ini menghadegsalah kekurangan guru dan
jumlah sekolah, maka berdasarkan Keputusdan Mdpeerdlidikan No. 5033/F tgl. 5 Juli
1950 didirikanlah Kursus Pengajar untuk Kursus RBetay kepada Kewajiban Belajar
(KPKPKB). Pada tahun 1952 Jumlah KPKB (Kursus PatsgaKewajiban Belajar)

sebagai embrio SD atau SD Kecil telah mencapai23d&hgan jumlah siswa sekitar
setengah juta orang. Pada saat ini demokratisasiigikan (kewajiban belajar) tampak
sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya KPKPKB dikatgan menjadi SGB dan SGA,
selain itu . didirikan pula kursus-kursus persan@@mB dan SGA (H.A.R. Tilaar, 1995).

d. Lahirnya LPTK pada Tingkat Universiter

Apabila dalam pelaksanaan kewajiban belajar S telanimbulkan KPKPKB,
SGB, dan SGA, maka untuk suplai guru sekolah mgaie dilaksanakan melalui
PGSLP serta Kursus B | dan Kursus B Il untuk gselolah Lanjutan Atas. Selain
lembaga-lembaga tersebut beberapa lembaga yanghaskgn tenaga kependidikan
antara lain: APD (Akademi Pendidikan Jasmani), AGRademi Seni Rupa Indonesia),
Sekolah Musik Indonesia, Konservatori Karawitalan Fakultas Pedagogik Universitas
Gajah Mada.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maks @&ongan Prof. Moh.
Yamin pada tahun 1954 didirikanlah Perguruan Tinggndidikan Guru (PTPG) di
empat tempat yaitu di Batu Sangkar, Bandung, Maldag Tondano. Atas dasar
konferensi antar Fakultas Keguruan dan Iimu Pekdidi (FKIP) negeri seluruh
Indonesia di Malang tanggal 21 s.d. 25 Agustus 19®@ka berbagai lembaga
pendidikan tenaga guru (PGSLP, Kursus Bl, Bll daiP®) diintegrasikan ke dalam
FKIP pada Universitas. Selanjutnya pada tahun E¥6@idirikanlah IKIP yang berdiri
sendiri sebagai perpindahan dari PTPG sesuai debgarPT No. 22 Tahun 1961,

sekalipun demikian di beberapa Universitas FKIBpdterdiri.

e. Lahirnya Perguruan Tinggi

Antara tahun 1949-1961 pemerintah Indonesia telahdmkan berbagai PT
antara lain: Universitas Gajah Mada (20 Novembet9),9Universita Indonesia (1950),
Universitas Airlangga (1954). Universitas Hasanodd®@TPG yang kemudian menjadi
IKIP (1954-1961), Universitas Andalas (1956) danvdrsitas Sumatera Utara di Medan.
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Pada tanggal 4 Desember 1961 lahir UU No. 22 tdli9g1 tentang Perguruan Tinggi.
Pokok-pokok yang menonjol dalam UU ini yang sangekarang masih dipertahankan
adalah prinsip Tridharma Perguruan Tinggi yaitudi@ikan/pengajaran, penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

f. Era Pembangunan Nasional Semesta Berencana Pain@ma 1961-1969

Pidato Presiden RI tgl. 17 Agustus 1959 sebagajef@san resmi tentang
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikenal sebalyiinifesto Politik (Manipol)Melalui TAP
MPRS-RI No. I/MPRS/1960 Manifesto Politik terselitetapkan sebagai Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN), dan berdasarkan TAstbet dikeluarkan pula TAP
MPRS-RI No. [I/MPRS/1960 tentang Garis-garis BeBata Pembangunan Nasional
Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969. Di dbkPn tersebut antara lain
dikatakan bahwa pembangunan semesta berencana pregma ini merupakan
pembangunan dalam masa peralihan menuju masyadikdan makmur, demikian pula
pembangunan tersebut sifatnya menyeluruh. Dasardasmbangunan tersebut ialah
Pancasila dan Manipol serta untuk mengembangkanblaelian Indonesia. Dalam era
ini Manipol dijadikan doktrin negara, dan dalam k@mnbangan selanjutnya, intisari
Manipol dirangkumkan dengan kependekan USDEK, yditdang-undang Dasar 1945,
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekondrarpimpin, dan Kepribadian
Indonesia. Manipol USDEK secara sistematis diindo&sikan kepada seluruh rakyat
Indonesia, termasuk di semua jenjang dan jenisigiad.

Dalam TAP-TAP MPRS di atas ada beberapa hal yangarie perhatian,
antara lain bahwa: (1) untuk mengembangkan kepabadan kebudayaan nasional
Indonesia, maka pengaruh-pengaruh buruk kebudasag harus ditolak; (2) Pancasila
dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruandah sampai dengan perguruan
tinggi; (3) pendidikan agama menjadi mata pelajadarsekolah-sekolah mulai dari
sekolah rakyat sampai dengan universitas-universiegeri dengan pengertian bahwa
para siswa/mahasiswzerhak untuk tidak ikut sertapabila wali murid/murid dewasa
menyatakan keberatannya. Rumusan ini jelas meropakausan yang dimasukan oleh
golongan politik tertentu. Jelas-jelas rumusaneteus bertentangan dengan UUD 1945
dan Pancasila (H.A.R. Tilaar, 1995).
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Setelah Presiden menyatakan Dekrit 5 Juli 1958hssdtu usaha menyesuaikan
pendidikan nasional dengan pekembangan politik padsa itu, maka atas dasar
Instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dabuflayaan No. 1 tanggal 17
Agustus 1959 di keluarkan apa yang diseBapta Usaha Taméebagai pelaksanaan
instruksi di atas, di dalam Instruksi Menteri Pelikhn Dasar dan Kebudayaan No. 2
tanggal 17 Agustus 1961 dirumuskan sebagai beriuiMenegaskan Pancasila dengan
Manipol sebagai pelengkapnya, sebagai asas peadidiksional. 2) Menetapk&antja
Wardhana.Selain itu diselenggarakan pula apa yang disetngahHari Krida.

Dalam rangka menyesuaikan segala usaha untuk mekaruManipol, melalui
Keputusan Presiden Rl No. 145 Tahun 1965 pendidi@sional dipandang sebagai
sarana yang maha penting, fungsi pendidikan ndstbhpandang sebagai alat revolusi.
Pendidikan harus difungsikan atau harus memilikndiDharma Bhakti Pendidikan,
yaitu: (1) Membina Manusia Indonesia Baru yang kielek tinggi (Moral Pancasila); (2)
Memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam segenapddatntingkatnygmanpower) (3)
Memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasiongl; Mémajukan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; @ydderakan dan menyadarkan
seluruh kekuatan rakyat untuk membangun masyadakaimanusia Indonesia Baru.
Selanjutnya dinyatakan bahwa asas pendidikan relsexalah Pancasila — Manipol
USDEK. Dengan demikiatujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan warga
negara-warga negara sosialis Indonesia yang sugiiag bertanggung jawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesiadadimakmur baik spiritual maupun
material dan berjiwa Pancasila. Dalam hal ini, mpemdidikan nasional ialah Pancasila
Manipol/lUSDEK, dan politik pendidikannya adalah Masto Politik. Selanjutnya
melalui Penetapan Presiden Rl No. 19 Tahun 196%arign Pokok-Pokok Sistem
Pendidikan Nasional Pancasila antara lain dirumudkembali mengenai dasar asas
pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politilesional. Yang menarik dalam
rumusan-rumusan tersebut ditegaskan sekali lagivdatugas pendidikan nasional
Indonesia ialah menghimpun kekuatan progresif tesioher berporoskadasakom

Banyak program pembangunan yang telah direncandasm Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (196)-F88ana proyek pembangunan

di bidang pendidikan antara lain berkenaan pengeg@da pendidikan tinggi,
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diprioritaskannya pengembangan sekolah-sekolahruaa kursus-kursus, dsb. Namun
demikian akibat pecahnya pemberontakan G-30-S/RKgka rontoklah rencana
pembangunan nasional semesta berencana tersebut.

Setelah pemberontakan G. 30 S/PKI dapat ditummagdt suatu keadaan
peralihan masyarakat Indonesia darde Lamake Orde Baru Dalam menegakkan Orde
Baru ini terlibat secara aktif golongan intelektyahg dikenal sebagai KAMI dan KAPPI
yang menggelorakan Tri Tura. Khususnya dalam lgdaendidikan, pada masa ini
prinsip pendidikan Pantja Wardhana kemudian disudemgan istem pendidikan
nasional PancasilaHal ini sebagaimana isi Ketetapan MPRS No. XXMPRS/1966
yang menyatakan bahwastem pendidikan haruslah berdasarkan Pancasila daD
1945. Tujuannya ialah membentuk manusia Pancass@jati. Isi pendidikannya ialah
untuk mempertinggi moral, akhlak dan keyakinan agamempertinggi keterampilan
dan kecerdasan, dan mempertinggi mutu kesehat&misnusiaHal tersebut diperkuat
lagi dengan Tap MPRS RI No. XXXIV/IMPRS/1967 tentaRgninjauan Kembali
Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang ManifestditiPo Republik Indonesia
sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara. Selajutmelalui TAP MPR-RI No.
VIMPR/1973 tentang Pencabutan produk-produk yangupae ketetapan-ketetapan
MPRS-RI menyatakan tidak berlaku lagi dan mencatitAP I/MPRS/1960 tentang
Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai G&aris Besar Haluan Negara, juncto
TAP XXXIV/IMPRS/67 tentang peninjauan kembali kepeta MPRS No. I/MPRS/1960
tentang Manifesto Politik Republik Indonesia seb&faHN (H.A.R. Tilar, 1995).

2. Pendidikan Pada M asa PJP |

Pelaksanaan Pelita | PJP | dicanangkan mulai 1l Ap69, maka pada tgl. 28-30
April 1969 pemerintah c.q. Departemen Pendidikam Kiabudayaan mengumpulkan 100
orang pakar/pemikir pendidikan di Cipayung untukakekan konferensi dalam rangka:
1) mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan oma$j dan 2) menyusun suatu
prioritas pemecahan dari berbagai masalah tersebatta mencari alternatif
pemecahannya.

Salah satu hasil konferensi Cipayung itu ialahrtglaProyek Penilaian Nasional
Pendidikan(PPNP) pada tgl. 1 Mei 1969 melalui SK Mendikbud tgl. R&i 1969. Isi
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SK tersebut ialah bahwa dalam jangka waktu duant¢kemudian diubah menjadi tiga
tahun) PPNP harus sudah berhasil menyusun stragegiidikan nasional. Hasil kerja
PPNP dimanfaatkan olehBadan Pengembangan Pendidikatau BPP (Sekarang
BALITBANG) Depdikbud yang didirikan melalui Keputass Presiden No. 84/1969 tgl.
18 Oktober 1969. Hasil kerja PPNP dijadikan dassempcanaan pendidikan yang lebih
baik untuk Pelita Il serta telah meletakan dasaadgperencanaan pendidikan untuk
Pelita-Pelita selanjutnya. Dengan hasil kerja P& pembangunan pendidikan untuk
PJP | mulai dimantapkan.

Di dalam rumusan-rumusan kebijakan pokok pembangy®didikan selama
PJP | terdapat beberapa kebijakan yang terus menéemukakan, yaitu: 1) relevansi
pendidikan, 2) pemerataan pendidikan, 3) peningkatautu guru atau tenaga
kependidikan, 4) mutu pendidikan, dan 5) pendidikejuruan. Selain kebijakan pokok
tersebut terdapat pula beberapa kebijakan yang pghdapat perhatian kita. Pertama,
kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam bidang pendidikan.
Kedua, pengembangan sistem pendidikan yang eftaenefektif. Ketiga, dirumuskan
dan disyahkannya UU RI No. 2 Tahun 1989 Tentangté® Pendidikan Nasional’
sebagai pengganti UU pendidikan lama yang telahddingkan sejak tahun 1950.

Tujuan Pendidikan Nasionabesuai dengan Tap MPRS No. XXVI/MPRS/1966
tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, makamdskan bahwaTujuan
Pendidikanadalah untuk membentuk manusia Pancasilais $gatasarkan Pembukaan
UUD 1945 dan isi UUD 1945. Selanjutnya dalam UU Rd.ahun 1989 ditegaskan lagi
bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mens&ata kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitwusiaa yang beriman dan
bertakwa terhadap Tuhan YME dan berbudi pekertuduimemiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, badexpan yang mantap dan mandiri
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan lsszang

Kurikulum Pendidikan.Dalam PJP | telah dilakukan tiga kali perubahan
kurikulum pendidikan (sekolah), yaitu apa yang diesebagai: Kurikulum 1968,
Kurikulum 1975, dan Kurikulum 1984.
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Di dalam kurikulum 1968 dirumuskan bahwa tujuandigikan ialah membentuk
manusia Pancasilais sejati. Isi pendidikannya ialatuk mempertinggi moral, akhlak
dan keyakinan agama, mempertinggi keterampilan k#egrerdasan, dan mempertinggi
mutu kesehatan fisik yang kuat. Namun demikiamhsahtu ciri utama kurikulum 1968
ini yaitu organisasi kurikulumnya masih berorientdepada bahan/mata pelajaran.
Dengan mengacu kepada Tap MPR No. II/MPR/1973 ngnt@BHN dan dengan
menampung berbagai hasil percobaan dalam bidanglidiesn waktu itu, maka
kurikulum 1968 diperbaharui dengan kurikulum 19K&brikulum 1975 dikembangkan
dengan menggunakan Prosedur Pengembangan Sisteérakdimal (PPSI), yang
selanjutnya dijabarkan ke dalam Satuan Pelajatan lslodul. Ciri utama kurikulum
1975 vyaitu organisasi kurikulumnya yang berorigntkgpada tujuan pendidikan,
menekankan CBSA dan konsep belajar tuntas. Merdategn pelaksanaan kurikulum
1975 ini hierarkhi tujuan pendidikan menjadi jelaamun demikian kurikulum ini masih
bersifatsentralistik.

Dengan lahirnya Tap MPR No. II/MPR/1983 tentang ®BHlan berbagai
masukan dari Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasi@iBPN), Kurikulum 1975
diperbaharui lagi dengan Kurikulum 1984. Hasil pbaan di Cianjur tentang CBSA
lebih memantapkan penyusunan kurikulum tersebuda Rmgkat SMA, kurikulum ini
terdiri atas Program Inti dan Program Pilihan. Jddmedakan antara Program A untuk
jalur akademik dan Program B untuk siswa yang tishekanjutkan ke pendidikan tinggi
sehingga memperoleh program-program latihan kekary8ayang sekali kurikulum ini
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, seperti ano@ tidak dapat dilaksanakan karena
keterbatasan tenaga maupun biayanya. Selain ittktdum 1984 juga masih bersifat
sentralistik Contoh kekurangan tenaga antara lain ditunjuk&baih hasil penelitian
Konsorsium Iimu Pendidikan bahwa 40% guru SMP da% 3juru SMA mengajarkan
mata pelajaran di luar bidang keahliannya. Demikpae bahwa kurikulum tersebut
tidak didesiminasikan ke LPTK-LPTK sehingga cataben guru tidak mengetahui apa
sebenarnya isi kurikulum 1984.

Kurikulum Pendidikan KejuruanDalam Pelita | selain penyempurnaan sistem
sekolah kejuruan, juga ditingkatkan mutu pendidiken terutama mutu guru dan

laboratoriumnya. Dengan dana pinjaman Bank Dunamlakan berbagai usaha untuk
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meningkatkan pendidikan teknik menengah. BeberagaM Sditingkatkan, juga
membangun apa yang disebut Sekolah Teknik MenerR@Ehbangunan, diadakan
bengkel-bengkel latihan pusat yang dapat digundd@merapa STM termasuk STM
swasta. Usaha perbaikan kurikulum terus meneriis nbalalui dana pinjaman dari ADB
(Asian Development Bankjuga bantun teknis dari negara-negara sahabagrtsep
Australia, Swisss, dan Austria. Memang dengan usabba itu beberapa STM atau
pusat pelatihan tenaga teknik seperti yang adaaddBng dengan bantuan pemerintah
Australia telah dapat menjembatani hubungan ankamékulum STM atau pusat
pelatihan guru teknik dengan dunia industri yangatde di sekitarnya. Namun berbagai
usaha tersebut secara keseluruhan belum dapat memerbutuhan baik mengenai
jumlah sekolah kejuruan maupun mutunya. Kurikuluekotah kejuruan masih terasa
masih terlalu banyak mata pelajaran teorinya darsitmderbatas latihan-latihan
prakteknya yang justru sangat diperlukan. Penirsgkatutu kurikulum sekolah kejuruan
tersebut mengalami kesulitan antara lain juga kammia industri kita pada saat itu
masih belum menyadari pentingnya kaitan antaralaleKkejuruan dengan sekolah kerja
(H.A.R. Tilaar, 1995).

Kurikulum Pendidikan Tinggi (PT)Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu
pendidikan tingi termasuk kurikulumnya juga telalakbanakan selama PJP I. Salah
satu usahanya adalah dengan mengganti sistetinentaldengan sisteranglo saxis
yaitu dengan penerapan sistem kredit semestere($iSIKS) pada pertengahan tahun
1970-an. Maksudnya adalah untuk meningkatkan eBsiaternal dari PT yang pada saat
itu memang sangat rendah. Selain Sistem SKS, jugfa-mata kuliah yang diajarkan
dikaji dan disesuaikan dengan kemajuan ilmu damdieigi. Dalam rangka inilah
dibentuk apa yang disebut konsorsium perguruargitingenurut program studi yang
disajikan di PT.

Sarana, Prasarana PendidikaRerkembangan pendidikan di Indonesia selama
PJP | secara kuantitatif merupakan fenomena yamgkngkan, bukan hanya bagi kita
sendiri tetapi juga bagi dunia luar. Secara akutiiy@rtumbuhan rata-rata siswa SD
selama PJP | sekitar 50% pertahun, SLTP 150%, SX0%2 dan Perguruan Tingi (PT)
320%. Angka patrtisipasi kasar SD dari 64% pada pkxan PJP | menjadi 99,7% pada
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akhir PJP I; SMTP dari 16,9% menjadi 66,7%; SMTAI 86% menjadi 45,1%; dan PT
dari 1% menjadi 11% (H.A.R. Tilaar,1995)..

Pertumbuhan jumlah siswa/mahasiswa di berbagaangnglan jenis pendidikan
tersebut tentu saja disertai pula dengan penambpatzsarana dan sarana pendidikan.
Antara lain: gedung-gedung sekolah baru, penambabang belajar, buku-buku
pelajaran, pengadaan sarana-sarana pembantu elsgar-mengajar, pembangunan
sarana fisik Perguruan Tinggi, dan pembangunamagrandidikan dasar melalui Inpres
Pembangunan SD. Prasarana dan sarana pendidikaangeelah banyak dibangun
selama PJP |, namun demikian pengadan prasaranasatana pendidikan tersebut

ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan.

Wajib Belajar. Melalui program pembangunan di atas, dan dengan
dicanangkannya Wajib Belajar Sekolah Dasar sejagigal 2 Mei 1984, maka pada akhir
Pelita 1l kesempatan belajar anak-anak usia 7-fi@ntgraktis telah dicapai, walaupun
tentunya masih terdapat sejumlah anak-anak yanghetpencil, anak-anak luar biasa,
maupun putus sekolah yang masih harus dituntaskdalam pembangunan selanjutnya
(pada tahun 1988/1989 atau akhir Pelita IV angkéiggeasi SD telah mencapai 99,6%
dari jumlah anak usia 7-12 tahun yaitu 30.182.9%ka Wajib Belajar SD Enam Tahun
pada Pelita V telah diperluas dengan perintisanibNV8jelajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun. Sebab itulah UNESCO pada tahun D@®dganugerahkaBintang
Aviciena kepada Presiden Republik Indonesia sebagai peagageranan pemerintah
Indonesia dalam memajukan pendidikan rakyat (H.AiRar, 1995).

Tenaga Kependidikan dan Lembaga PendidikanTenagenddikan (LPTK).
Berkenaan dengan hal ini dalam PJP | antara ladapat dua masalah pokok, yaitu: 1)
kekurangan tenaga pengajar yang berwenang padaagems dan tingkat pendidikan,
dan 2) masalah peningkatan mutu Tenaga Kependidi&ka LPTK.

1) Kekurangan tenaga pengajar yang berwenang padmus jenis dan tingkat
pendidikan.

Pada tahun 1989/1990 untuk SD terdapat kekurategeaga hampir 600.000
orang. Ditambah lagi dengan kulaifikasi guru SD Jadn yang belum memenuhi
persyaratan. Untuk SLTP dan SLTA masalahnya berairwalaupun secara makro
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terdapat kelebihan guru, tetapi dalam kenyataaterg@apat kekurangan guru yang parah
karena memusatnya para guru di kota-kota. Selaibahyak mata pelajaran yang tenaga
gurunya tidak mencukupi. Yang sangat kekuranganlabdauru-guru IPA dan
Matematika. Sekitar 40% guru matematika di SMP sabe/a berlatar belakang sebagai
guru agama, sosiologi, antropologi dan ilmu sos#hnya. Sekita 30% guru SMA
mengajar mata pelajaran yang bukan kemampuan/kealgh. Mengenai ijazah tertinggi
yang dimiliki para guru SMP Negeri: 8,3% dari 2®blorang guru SMP Negeri belum
lulus SLTA, separohnya memiliki ijazah PGSLP ataly D7,1% berijazah PGSLP atau
D2, dan hanya 24,2 % berijazah Sarjana Muda atas&anjutnya di SMA Negeri dan
Swasta terdapat 4,5% guru belum tamat SLTA, 3,68ifakah PGSLP atau D1, 58,4%
berijazah PGSLA atau D3, dan sisanya 33,5% behjaagana muda atau S1.

Pada tahun 1989 dari sekitar 11 ribu dosen pad&IiB0dan FIP Negeri baru
3% berkualifikasi S3, 10% S2 dan 87% berkualifik&i. Keadaan ini tentu saja
mempengaruhi usaha untuk meningkatkan mutu peratididMasalah pemenuhan
kekurangan tenaga kependidikan yang berwenang ndia bukan hanya karena
penyebaran yang tidakmerata tetapi juga karenalaedana yang tidak mencukupi.

2) Masalah peningkatan mutu Tenaga KependidikanLdrK.

Dalam PJP | telah diambil keputusan untuk menirgkakualifikasi guru SD
dengan Diploma | dan II, guru SMP dengan D Il datuk SMA semakin lama semakin
dipegang oleh Ilulusan S1. Berkenaan dengan haltak, aelah dilakukan pula
pembaharuan dalam bentuk likuidasi SPG dan SGOadieRrogram DIl Pendidikan
Guru Sekolah Dasar. Untuk PT telah didirikan berfaggram Pascasarjana (S2, S3)
dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pasardBT. Bea siswa dari dalam dan
luar negeri telah lama dilaksanakan, demikian peiih didirikan beberapa Pusat Antar
Universitas (PAU ataunter-university centgr Selain itu untuk meningkatkan ilmu
pendidikan telah didirikan Konsorsium limu PendahkH.A.R. Tilaar, 1995).

Pendidikan Kejuruan, Pelatihan dan Ketenagakerja&wonsep keterkaitan
antara pendidikan nasional dan dunia kerja yanahtelirintis sejak Pelita | dalam
pelaksanaannya pada Pelita-Pelita berikutnya mengaberbagai hambatan. Setiap

sektor termasuk sektor pendidikan dan tenaga kegaing-masing berjalan sendiri-
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sendiri.Akibatnya terjadilah ketidakserasian antawdput sistem pendidikan nasional
dengan kebutuhan tenaga kerja (muncul masalakansiatau masalalink and match
Sistem pendidikan telah menghasilkan tenaga térdetapi tidak terampil, sehingga
pengangguran makin lama semakin besar jumlahnya.

Pada PJP | kualitas manusia Indonesia memang nk@tjngermasuk pula
pendidikannya. Contoh: antara tahun 1971-1990 plridyang tidak berpendidikan
berkurang dari 42,5% menjadi 18,9%. Pada Tahun p@ntluduk yang tamat SD baru
21,6%, sedangkan tahun 1990 menjadi 30,1%. Begita pntuk tingkat SLTP dan
SLTA naik lebih dari 300% dan untuk tingkat PT naehj hampir lima kali lipat.
Naiknya tingkat pendidikan manusia Indonesia beayperh terhadap latar belakang
pendidikan tenaga kerja kita. Makin tinggi latarlab@ang pendidikan tenaga kerja
diharapkan akan semakin tinggi pula produktivitasniamun demikian, pada tahun
1990 tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesialah terendah di ASEAN. Selain itu
apabila pada tahun 1971 terdapat 840.000 orangapgggr, maka pada tahun 1990
meningkat tiga kali lipat yaitu hampir mencapai {5 orang penganggur. Memang
tercatat pula bahwa jumlah penduduk yang bekega jueningkat, yaitu jika pada tahun
1971 baru sekitar 40 juta, maka pada tahun 199Qaaher? juta.

Keadaan di atas menunjukkan adanya masalah relegtansatau kurangnya
keterkaitan dan kesepadanan antara output pendidigagan kebutuhan tenaga kerja.
Contohnya: terdapat kelebihan lulusan SLTA kejuruatapi sebenarnya di lapangan
terdapat kekurangan yang besar mengenai tenaggatéaraatan SLTA Kejuran Teknik.
Terdapat pula masalah koordinasi mengenai pendidikejuruan, pelatihan dan
ketenagakerjaan ini, yaitu simpang siurnya mengdaaggung jawab pembinaan
pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tath9i@4 (mengenai tugas Menteri
Pendidikan, Menteri Tenaga Kerja, dan Ketua LAN)ghn PP No. 73 Tahun 1991 yang
mengacu pada UU RI No. 2 Tahun 1989 yang mengatniang Pendidikan Luar
Sekolah yang juga mengatur tugas PLS yang mendadyagai jenis pelatihan (kursus).
Selain hal di atas, masih dirasakan perlunya p&atag partisipasi masyarakat (industri,
dsb) dalam rangka pendidikan dan pelatihan (H.AiRar, 1995).
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Pendidikan Tinggi. €ama PJP | pemerintah telah melakukan upaya
peningkatanpemerataan pendidikan tinggiyaitu melalui pembangunan sarana fisik
PTN-PTN serta sarana penunjang lainnya dengan reaggn “strategi bertahap
bergilir’. Dalam peningkatan pemerataan PT ini isgrasi PTS begitu besar. Tercatat
data bahwa pada tahun 1993/1994 jumlah PTN hanyassddangkan PTS berjumlah
1035. Upaya-upaya itu telah memperbesar angkasipasi pendidikan tinggi. Jika pada
tahun 1968 tingkat partisipasi pendidikan tinggnya1,6% (156.000 orang), maka pada
akhir PJP | menjadi 11% (2.491.100 orang).

Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi amgn cukup
menggembirakan, sekalipun jika dibandingkan dendannegara lain masih jauh
tertinggal. Namun demikian relevansi dan mutu peikdn tinggi masih perlu terus
ditingkatkan. Contoh: di satu pihak terdapat keédahi produksi sarjana, di pihak lain
terdapat kekurangan tenaga-tenaga sarjana dalaangslidang tertentu. Hal ini
berkaitan dengan masalah kurikulum PT tersebut. pGsisi jenis-jenis program studi
yang ada menunjukkan bahwa program studi ilmu kdsia ilmu pendidikan/keguruan
lebih banyak disbanding dengan program studi lannyengangguran sarjana
menunjukkan lebih besar pada kedua jenis progradi trsebut.

Mutu pendidikan tinggi kita memang bervariasi mulari mutu yang paling
tinggi sampai dengan yang sangat diragukan. Hatlitentukan oleh berbagai faktor,
antara lain: mutu dosennya yang kebanyakan magikudldikasi S1, belum cukup
tersedianya sarana penunjang seperti perpustaka@oratorium, bengkel kerja, serta
biaya operasional yang belum memadai. Selain ta jkualitas raw input ke PT yang
berlatarbelakang NEM antara 4-6 (H.A.R. Tilaar, 399

Inovasi PendidikanSelama PJP | dan sudah sejak Pelita | keinginankunt
melakukan inovasi pendidikan sangat besar. Bah&mk sebelum Pelita | dimulai telah
dilakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasisalah-masalah pendidikan agar
dapat dilakukan usaha-usaha peningkatan sistempdamgkatan mutu pendidikan
nasional. Selain berkenaan dengan tujuan pendidikeurikulum pendidikan,
sarana/prasarana pendidikan dan wajib belajarkget@an beberapa inovasi pendidikan
selama PJP | yaitu: Proyek Perintis Sekolah Pemilyearg (PPSP), Proyek Pamong,
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Proyek CBSA, STEPPES, COPLANER, dBnmary Education Quality Improvement
Project (PEQIP).Sayang sekali berbagai inovasi pendidikan yanghtelilaksanakan
banyak menghadapi kemandegan dan tidak berkelanjd#aR Tilaar ,1995).

PembiayaanSumber dana pembangunan pendidikan pada PJP kabeias
dana rupiah dan dana yang diperoleh dari kerja daaranegeri. Di dalam pembiayaan
pendidikan terdapat berbagai sumber yaitu: 1) Pietaéryang dapat berupa biaya rutin,
biaya pembangunan, biaya INPRES SD, dan subsidabgbembangunan pendidikan
(SBPP). 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPPPBuB)bangan untuk badan
pembantu pembinaan pendidikan (BP3).

Jumlah dana pembangunan untuk sektor pendidikaa Patita | sebesar 83,8
milyar rupiah (6,8% dari jumlah dana pembangunajapun pada Pelita V meningkat
menjadi 9 trilyun rupiah (11,4% dari jumlah danampangunan). Jadi jumlah dana
pembangunan sektor pendidikan selama PJP | meng@pailyun rupiah. Dana sektor
pendidikan ini belum lagi ditambah dari dana ru8®pP, dll.

Kualitas PendidikanSebagaimana telah diuraikan terdahulu selama J&hl
banyak upaya pembangunan di bidang pendidikan daagka meningkatkan kualitas
pendidikan nasional. HAR Tilaar (1995) menunjukkaalitas pendidikan pada PJP |
antara lain dengan indikator sebagai berikut:

1) Dana Pendidikan (Pendidikan Dasar): Belum memadanogna yang tersedia
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tat®@®1l unit cost untu siswa
SD tidak lebih dari 5 US $, sedangkan negara mauoyediakan 105,5 US $.

2) Kelulusan SD: Persentase jumlah siswa yang menam&b pada tahun 1989
sekitar 70%, sedangkan di negara maju mencapai @E¥ ini menunjukkan
pula bahwa SD kita pada saat itu mengalamai ketedislenan dengan data rasio
input-output sebesar 70%, sehingga rata-rata waking diperlukan untuk
menamatkan SD adalah 8,5 tahun.

3) Prestasi membaca komprehensif juga dinilai sangegng dibanding dengan di
negara maju.

4) Daya Serap terhadap isi kurikulum: Rata-rata FBBTANAS Murni siswa SMA
pada tahun 1987-1990 menunjukkan rendahnya ksajt@ndidikan kita.
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Misalnya untuk mata pelajaran PMP dan Bahasa Irglaneata-ratanya 6;
sedangkan B. Inggris, Matematika, Fisika, Biolagn Kimia antara 4-5. Artinya
daya serap lulusan SMA kurang dari 50% dari apag yditentukan dalam
Kurikulum 1984.

Selain hal di atas, kita juga mengetahui bahwa gbnglengangguran semakin
meningkat. Apabila tahun 1971 tercatat 840.000 gyramaka pada tahun 1990 menjadi
hampir 2,5 juta orang. Pengangguran itu pun adbdatyak dari lulusan sekolah dan
perguruan tinggi. Di satu pihak terdapat kelebihdnsan SLTA dan PT, di lain pihak

terdapat kekurangan tenaga-tenaga tertentu dasdnlSLTA dan PT tersebut.

Latihan:

Dalam perjalanan sejarah nasional Indonesia kitagewal pembangunan pendidikan
pada era Orde Lama (1961-1969) dan era pembandreratidikan pada era Orde Baru
(1969-1993). Coba Anda bandingkan dasar dan tupgemdidikan dari kedua era atau

orde pembangunan tersebut !

Petunjuk Jawaban L atihan:

Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, Anda pengingat kembali Makna dari
Dekrit Presiden 5 juli 1959, Manipol USDEK, dan rgenai Dasar/asas serta tujuan
pendidikan nasional yang tertuang dalam Keputusasiden Rl No. 145 Tahun 1965
dan Penetapan Presiden Rl No. 19 Tahun 1965. SefainAnda perlu pula
memperhatikan makna Orde Baru, Tap MPRS No. XXVIR&PL966, dan UU RI No. 2
Tahun 1989.

Rangkuman:

Periode 1945-1969. Pada tgl. 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945
sebagai konstitusi Negara. Sejak saat itu jenjdaig jenis pendidikan disesuaikan
dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun phda 1949 terjadi perubahan dasar
negara yaitu dengan UUD RIS, tetapi pendidikan amedi tetap dilaksanakan sesuai
amanat UUD 1945. Sejak tahun 1950 bangsa Indotesia mempunyai UU RI No. 4
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Tahun 1950 tentang “Dasar-Dasar Pendidikan dandpamag di SekolahjyunctoUU RI

No. 12 Tahun 1954. Di dalam Pasal 3 UU ini termbakiahwa “Tujuan pendidikan dan

pengajaran ialah membentuk manusia susila yangpcalem warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab tentang kesepghtmasyarakat dan tanah air”.
Adapun Pasal 4 menyatakan: “Pendidikan dan peragajberdasar asas-asas yang
termaktub dalam “Panca Sila” Undang-Undang Dasagaie Republik Indonesia dan

atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.

Pada Tahun 1950-1960 telah dirancang dan dilaksanakjib belajar SD, untuk
mengatasi kekurangan guru didirikan Kursus Pengapauk Kursus Pengantar kepada
Kewajiban Belajar (KPKPKB). KPKPKB selanjutnya digkatkan menjadi SGB dan
SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirik&@SBP dan APD. Tahun 1954
didirikan PTPG yang diubah menjadi FKIP dan akharmgenjadi IKIP. Selain LPTK,
sejak tahun 1949-1961 pemerintah juga telah mdadiribeberapa perguruan tinggi
(universitas) dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1$6itang “Perguruan Tinggi”.

Pada era Pembangunan Nasional Semesta BerencanapTBartama (1961-
1969) sekalipun Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakahwidaBangsa dan Negara
Kesatuan Rl kembali ke UUD 1945, tetapi karena dasii politik tertentu maka dasar
atau asas pendidikan nasional diubah merijadicasila dan Manipol USDEKPada era
ini tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkamgaavarga negara sosialis Indonesia
yang susila, bertanggung jawab atas terselenggamaagyarakat sosialis Indonesia, adil
dan makmur baik spiritual maupun material dan barjPancasila. Tugas pendidikan
adalah menghimpun kekuatan progresif revolusionempdryoskanNasakom. Untuk
tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apg glisebut Sapta Usaha Tama, Pantja
Wardhana, dan Hari Krida. Berbagai program pembaagypada era ini akhirnya rontok
akibat terjadinya Pemberontakan G-30 S/PKI padantd!®65 dan lahirlah era baru yang
dikenal dengan Orde Baru.

Era PJP | (1969-1993). Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP | dasar
pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUR519%endidikan nasional
ditujukan untuk membentuk manusia Pancasilais ise@tasarkan Pembukaan UUD
1945 dan Isi UUD 1945, yang kemudian di dalam UU Ridahun 1989 ditegaskan lagi

bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menes&ata kehidupan bangsa dan
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mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Se@iPalita | PJP | telah dilakukan
identifikasi masalah-masalah pendidikan nasioregrmgutnya pembangunan pendidikan
dilakukan secara bersinambungan pada setiap Psétama PJP | telah dilakukan tiga
kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikuluf®68, 1975 dan 1984;
penambahan dan perbaikan sarana maupun prasaradaiken; Inpres SD; Upaya
peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikaria glilakukan berbagai inovasi
pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasievansi, efisiensi, efektivitas dan
mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunandjakan dibiayai baik dengan
menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjaksmmnanegeri. Memang banyak
hasil pembangunan pendidikan selama PJP | yanyy wlaraih, namun demikian
permasalahan pendidikan masih tetap belum terpanaddécara keseluruhan dan masih

harus terus diupayakan melalui pembangunan petdigikda PJP selanjutnya.

Test Formatif 3

Jawablah semua soal di bawah ini:

1. Kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikapakah yang telah diambil
pemerintah setelah proklamasi 17 Agustus 1945 himggnjelang era Pembangunan
Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama(1961) ?

2. Sebagai koreksi terhadap kebijakan dan pragegididikan era Orde Lama, Orde
Baru menetapkan kembali Pancasila dan UUD 1945 gsebdasar pendidikan
nasional. Apakah asas (dasar) pendidikan nasipada era Orde Lama ?

3. Selama PJP | telah dilakukan tiga kali perubakarikulum sekolah, kemukakan
ketiga kurikulum yang dimaksud !

4. Hasil pembangunan pendidikan selama PJP | dalbungannya dengan

ketenagakerjaan di Indonesia masih memunculkanlatasglevansi. Jelaskan !

Balikan dan Tindak Lanjut:

Cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban Tes RibBngang terdapat pada
bagian akhir BBM ini. Hitung berapa jawaban Andangebenar, kemudian gunakan
rumus di bawabh ini untuk mengetahui tingkat pengaasAnda terhadap materi Kegiatan

Belajar ini.
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Rumus:

Jumlah jawaban benar
Tingkat Penguasaan = X 100 %
4

Kriteria Tingkat Penguasaan:

90 % - 100 % = Baik Sekali.
80% - 89 % = Baik.
70% - 79 % = Cukup.

<69 % = Kurang.

Apabila Anda mencapai tingkat penguasaan 80% kg sifahkan Anda lanjutkan untuk
mempelajari BBM 6Bagus ! Akan tetapi apabila tingkat penguasaan Anda mdsih
bawah 80%, maka Anda harus mengulangi Kegiatandetd, terutama bagian-bagian
yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban
Tes Formatif 1:

1. Tujuan Pendidikan pada zaman Purba adalah ag@grasi muda dapat mencari
nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, tahatap adat dan nilai-nilai religi.

2. Perubahan atau pekembangan yang terjadi ardarad) dasar atau nilai acuan
pendidikan adalah ajaran Hindu/Budha; b) berdiridgmbaga pendidikan yang
dikenal sebagagesantren atau pagurgulan c) berkembangnya cara-cara pendidikan
sistem guru-kula

3. Pada zaman Kerajaan Islam pendidikan bersifaboldlemtis, maksudnya bahwa
kesempatan pendidikan diberikan bagi semua oraagafmya adalah ajaran Islam
yang tidak mengenal kasta-kasta, serta hukum wajibatiap orang mencari ilmu.

4. Tujuan pendidikan pada zaman Portugis/Spanyohanya adalah demi penyebaran
agaman Katholik.

5. Dasar sosial budayanya adalah politik kolosimaé, diberlakukannya stratifikasi sosial
berdasarkan ras atau suku bangsa, dan kepentirggeopoli ekonomi.

Tujuan pendidikannya untuk mengahasilkan tenagga kenurah, dan untuk
melanggengkan penjajahan.

Bagi Bumi Putera, dualisme penyelenggaraan perahdgangat merugikan, sebab
pendidikan tersebut bukan untuk mencerdaskan kphidkaum Bumi Putera serta
adanya diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan,rdenimbulkan perpecahan di
kalangan kaum Bumi Putera. Adapun  sistem konkaidasi satu pihak
menguntungkan karena penyelenggaraan pendidikajadieslatif sama dengan di
negeri Belanda, tetapi dipihak lain merugikan kardangan sistem konkordansi jiwa
kaum Bumi Putera diupayakan agar menjadi  asinggatenbudaya dan
kebangsaannya sendiri.
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Test Formatif 2:

1. Sebab kaum pergerakan nasional menyadari babmdidikan yang diselenggarakan

pemerintah kolonial Belanda tidak memungkinkan kanigdonesia menjadi cerdas,
bebas, bersatu dan merdeka. Tujuan dan ciri-cindipikan yang diselenggarakan
pemerintah kolonial Belanda diarahkan hanya untunghasilkan tenaga kerja
murah dan demi melanggengkan penjajahan.

Karakteristik pendidikan kaum pergerakan addBhbersifat nasionalistik dan sangat
anti kolonialis, (2) berdiri sendiri atau percayapkda kemampuan sendiri, dan (3)
pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sglgagajudan harga diri yang
tinggi dan kebhinekaan masyarakat Indonesia semdéingnya pengembangan rasa
persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa sralone

Latar Belakang lahirnya Muhammadiyah adalah atasar kesadaran bahwa:
pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolomBalanda tidak sesuai dengan
kebutuhan rakyat, melainkan dilaksanakan hanyakukepentingan pemerintah
kolonial Belanda; melihat gejala nyata bahwa pent&hi Belanda(missionaris)
berusaha memperluas pendidikan dan pengajaraneKr{gtitenisasi); dan dengan
didorong oleh cita-cita ingin mengadakan pembalmardalam cara berfikir dan
beramal masyarakat menurut tuntutan agama Islartu y@ur'an dan Hadits
sebagaimana diajarkan oleh Rosulullah, maka padmsh 18 November 1912 K. H.
Ahmad Dahlan mendirikan organisasi perkumpulan Muinadiyah di Yogyakarta.
Panca Dharma adalah dasar pendidikan Tamam Sysitu: kebebasan/ kemerdekaan,
kebudayaan, kodrat alam, kebangsaan, dan kemanusiaa

Semboyan Tutwuri Handayani atau Among Methode aemat dilandasi dharma
kebebasan/kemerdekaan dan kodrat alam.

Karakteristik pendidikannya adalah: 1) hilayamysistemdualisme pendidikan, 2)
kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapnssyarakat, 3) susunan jenjang
sekolah menjadi SR 6 Th., SM 3 Th., SMT 3 Th., &an, 4) hilangnyasistem
konkordansi5) bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadba@hasa pengantar,
sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahragnpse di sekolah.

Test Formatif 3:

1.

Kebijakan dan praktek pendidikanyang telaimiid pemerintah saat itu antara lain:
1) mengeluarkan “instruksi Umum” agar para guru foeamg sistem pendidikan
kolonial dan mengutamakan patriotisme; 2) memberfakitia Perancang UU
mengenai Pendidikan dan Pengajaran yang pada g&hinelahirkan UU RI No. 4

Tahun 1950 Tentang “Dasar-Dasar Pendidikan dandpamag di Sekolah” yuncto

UU RI No. 12 Tahun 1954; 3) melaksanakan Wajar 8§ Bnak-anak usia 8 tahun;
4) melaksanakan KPKPKB, SGB, SGA; 5) Selanjutnyadiré&kan Kursus PGSLP,

Kursus Bl dan Bll; 5) mendirikan PTPG, diubah naeinjFKIP dan akhirnya menjadi
IKIP. 6) mendirikan beberapa Universitas, dan 7lamekan UU No. 22 Tahun 1961
tentang “Perguruan Tinggi”.

. Dasar pendidikan nasional pada masa Orde Latakha Pancasila dan Manipol

USDEK.
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3. Kurikulum 1968, kurikulum 1975, dan kurikulutf84.

4. Hasil pembangunan pendidikan dalam hubungadeygan ketenagakerjaan masih
memunculkan masalah relevansi: Secara kuantitagsdnl sekolah memang
dipandang cukup banyak, tetapi mereka belum tetadgn kemampuan mereka
tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapapg&arjaan. Dengan demikian
dibanding dengan pada awal PJP I, maka pada aldRrIBumlah pengangguran
semakin meningkat.
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Glossarium

» CBSA, Cara Belajar Siswa aktif.

» Hari Krida, hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaeserkan, olahraga
dan permainan pada tiap hari Sabtu.

 KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.

» KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia.

* Neolitik, fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasgjanghmemiliki ciri-ciri
berupa unsur kebudayaan seperti peralatan yangatedari batu yang telah diasah,
pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembik

* NASAKOM, Nasionalis, Agama, dan Komunis.

* Orde Baru, Orde yang bertekad mengoreksi dan mengadakan spsksi secara
mendasar dan menyeluruh atas pelaksanaan PandasilddUD 1945 vyang telah
disalaharahkan oleh Orde Lama; Tatanan selurulkgledupan rakyat, bangsa dan
negara kita, yang diletakkan kembali kepada kemaurmelaksanaan Pancasila dan
UUD 1945.
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» Paledlitik, fase atau tingkat kebudayan zaman purba yang lgstiag kurang lebih
dari 750.000 tahun s.d. 15.000 tahun yang laland&i dengan pemakaian alat-alat
serpih, zaman batu tua.

* Pantja Wardhana, Sistem pendidikan yang meliputi: 1) perkembangasefdasan;
2) perkembangan moral nasional, 3) perkembangarstilartemosional; 4)
pengembangan skill; 5) perkembangan fisik (keseljatmani).

* Perguruan, Lembaga pendidikan dimana guru dan para murid higenzama di
padepokan, dan para murid berguru kepada parakceeddekia (guru). Perguruan
ini lambat laun dikenal sebagai pesantren yaitiptgmara santri (catrik) berguru.

 Sapta Usaha Tama, Usaha-usaha meliputi: 1) Penertiban aparatur dahaus
Kementrian PP dan K; 2) Menggiatkan kesenian damraba; 3) Mengharuskan
usaha halaman; 4) Mengharuskan penabungan; 5) Méanjusaha-usaha koperasi;
6) Mengadakan kelas masyarakat; 7) Membentuk regja kli kalangan SLA dan
Universitas.

« Stratifikas Sosial, pembedaan anggota masyarakat berdasarkan statups yan
dimilikinya.

e Tri Tura, Tiga tuntutan rakyat, yaitu: 1) kembali ke UUD 19k&cara murni dan
konsekuen, 2) menghapuskan sisa-sisa PKI, dan @)mekan harga.
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